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SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUFATEN PRINGSEWU
NOMCR 0% TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATi{ PRINGSEWU,

Menimbang : a bahwa barang rmulik daerah vang semakin
berkembang dan kaompleks perlu dikelola secara
optimal;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah MNomor 27 Tahun 2014 tentang
I'engelolaan Barang Milik Negara/ Daerah agar
dilaksanalkar berdasarkan asas fungsional, kepastian
huknm, iransparansi, efisiensi, akuntabilitas dan
kepastian nilaj;

¢. hahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huref b, perly
menetapkan Peratiran Daerah tentang Pedoman
Fengelolaan Barang Milikk Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahur 1999 tentang
Penyelenggura Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotamc (Lembaran Negauwa
Republik Indonesia Tahun 1699 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuatigan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nemor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia omor 4438];

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentikan Kabupaten  Pringsewu di Provinsi
Lampung [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008
Nomor 185, Tarnhahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 4432,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturun Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesin Takun 2011
Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negaras Republik Indonesia Nomor 5589
gebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nemeor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679];

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1964 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 3573) sebagaimmena telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran
MNegaraKepublik Indonesia Nomor 4313,

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Huk Gunn Usaha, Hak Guna DBangunan dan Hak
Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 364.3);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangar Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncaia  Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



12.

13.

14.

15.

16

17.

18,

19,

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembsran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48186);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesgia Nomor 5272];

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 3333);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik MNegara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2314 Nomor 305,
Tambahsan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5610};

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 teniang

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang
Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Kevangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarizasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Dagrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaithana telah beberapa kali dinbah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 {Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun
2001 tentang Sisicmn Informasi Manajemen Darang
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tehun 2002
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang
Daerah /Provinsi / Kabupaten Kota;




24, Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2003 tentang Pedoman Penilaian Darang Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor Ot
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten

Pringsewu;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07

Tahun 2010 tentang Pokolk-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
dan
BUPATI FPRING3SEWU

MEMUTUSKAN:

Menetaplsan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pergturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangksat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
dacrah Kabupatcn Pringscewu.

3. Dewan Perwakilan Rakyal Davegh adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewtu yang
selanjutnya disebut DPRD.

4.  Bupati adalah Bupati Pringsewu.

5. Pemegang keluasaan pengelolaan barang mililk daerah
adalah Kepala Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwaldlan rakyat
daerah vang berkedudukan scbagad unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Sekretaris Daersh  adalah Pengelola Barang milik
daerah.

8. Pengelola Barang Milik Dacreh yang asclanjutnya
disesbut Pengelola Barang adalah pejabat yang
berwenang dan  bertanggungjawab — melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
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Organisasi Daerah yang selanjutnya discbut OPD
adalah unsur pembantu Kepala Daecrali Jdan DPFRD
dalam penyelenggaraan uruzan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah,

Pejabat Penatausahsan Barasng adalah kepala OPD
vang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik
daerah selaku pejabat pengelola keuangan deerah,

Pengguna  harang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah,

Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu
alau belberapa prograin.

Barang milik daerah adalah sernua barang vang dibeli
atau dipcrolch atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Kuasa Fengguna Barang Milik Daerah =selanjutnya
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala
unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang uniuk mengpunakan barang milik dacrah yang
berada dalam penpuasaannya dengan sebail-baiknya.

Pejabat Penatausahaan DPengguna Barang adalah
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pengurus Barang adalah Pegjabat dan/atau
Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugss
mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang
diserahi tugas menerima, menyimparn, mengeluarkan
dan menatausahakan barang milik daerah pada
Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengcluarkan, menatausahakan barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah
pengurus barang vyang membantu dalam penyiapan
administrasi maupun teknis penatausahaan barang
milik daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah
pengurus harang yang membantu dalam penyiapan
adminigtrasi maupun teknis penatausahaan barang
milik daerah pada Pengguna Barang.

Laporan semesteran (6 bulan]) adalah laporan yang
dibuat datam periocde 6 bulan,

Laporan tahunan adalah laporan yang dibuat dalam
periode 12 bulan.
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Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi
tugas IMeneTima, menyimpan, mengcluarkan,
menatausabakan dan  mempertanggungiawabkan
barang milik deerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa
barang milik daerah pada saat tertentu.

Penilai Pemerintah adalah PFenilai Pemerintah Pusat
dan Penilai Pemermtah Daerah.

Pengelulaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanasn kebutuhan dan
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemarnfaatan,
pengamansn dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
pcnatausahaan darn  pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adatah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang
selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen
perencanaan kebutuhan barang mihk daerah untuk
periode 1 {satu} tahun.

Penggunaan sadalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pengguna Barang dalam merngelola dan
menatausahakan barang milik daerah yang sesuai
dengan tugas dan fungsi OPD vang bersangkittan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang
milik daerah dengan tidak ipengubah @ stalus
kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan harang milik daerah olch
pihak lain dalam jangka walktu tertentu dan meneritma
imbalan uang funai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang
antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau
antar Pemerinialt Daerah dalam jangka wakiu lerfentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waltu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.

Keria Sema Pemanfaatan vang selanjutnya disingkat
KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh
pihak Iain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan  pendapatan dacrah atau sumber
pemhinyaan lainnya_
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Bangun Guna Serah yang selanjuinya disingkat BGS
adalah pemanfaatan barang niilik daeralh berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendiriken banpunan
dan/atau samna berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
wakiu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya  diserahksn kembali tanah beserta
bangunan dan/atan sarana berilout fasilitasnyva setelah
berakhirmya jangka walktn.
Bangun Serah Guna yang selanjuinya disingkat BSG
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
oleli pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fazihtasnya dan setelah
selesai pembangunannya diserahkan untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang disepakati.

x
Kerja Sama Penyediaan Infrastrukiur yang selanjuinya
disingkat KSPl adalabh kerjasama antara pemerintah
dan badan wusaha untuk kegiatan penvediaan
mfrastrukitur sesuai dengan Lketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penanggungjawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Menteri/ Kepala Lembaga/
Kepala Daerah atau badan usaha milik negara/ badan
usaha mifik daerah sebagali penvedia atau
penvelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
baang milik daerals.

FPenjualan adajah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah kepada pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk uang.

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang
mililkk daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat
dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah
atau antara Pemerintah Dacrah dengan pihak lain,
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang,

Hibhah adalah pengslihan kepemilikan barang dari
pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antsr
Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
Penyertaan Modal Pemerintah Daeral adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang
semilla merupakan kekayaan vang tidak dipisahkan
menjadi kekayaan yang  dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagal modal/ saham daerah pada
badan usaha milik negara. badan usaha milik daerah
atan badan hukum lainnya yang dimiliki negara,
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Pemusnehan adalah tindakan memusnahkan fisik
dJau falau kegunasn baurang milik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang
milik daerah dari daftar barang dengan menerhitkan
keputusan dari pejabat vang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kussa Pengguna Barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

Penatausahaan adslah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan den pelaporan hasil pendatasn
barang milik daerah.

Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang
merupakan bukti kepemilikan atas barang milik
daerah.

Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat
data seluruh barang milik daerah.

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat
data barang milik daerah yang digunakan oleh
masing-masing Mengguna Barang.

Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang
memuat data barang milik daerah ysng dimiliki oleh
masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

Rumah Negara adalah bangunan yang dimalila
Pemerintakh Daerah dan berfungsi scbagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga

serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.
Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/
Lembagsa den Pemerintah Daerah.

RAR I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Dasrah adalah:

TR O AN TP

pejabat Pengelola Barang milik daerah;
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;

PeENgEUNAAN;

pemanfaatan;

pengamanarn dan pemelihaman;

penilaian;

pemindahtanganan;
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pemusnahan,;

penghapusat,
penatausahaan;

pernbinaan, pengawasan dan pengendalian;

. pengelclaan barang milik daerah pada OFD yang

menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan
Layenan Umum Daerah:

barang milik daerah berupa rumah negara; dan

ganti Tugi dan sanksi.

Pasal 3

Barang milik daerah meliputi:

a.

b.

{1

(2)

(1)

(2)

(3]

barang milik daerah yang dibell atau diperoleh atas
beban APBD; atau

barang milik daerah vang berasal dari percleharn lainnya
vang sah.

Paral 4

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilarang ‘digadaiken;/ dijaminkan untuk
mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak
lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada
Pemerintah Daerah.

Barang milik dserah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tidak dapat disita sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBD sebagaimena dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, dilengkapt dokumen pengadaan.

barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya

yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b, dilengkapi dokuinen perolehan.

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan ayet (2) bereifat berwujud maupun tdak
berwujud.

Pagzal &

Barang milik daerah vang beiasai dari perolehan lainnya
vang sah, mehputi:

a.

b.

barang yvang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau
yang sjenis,;

barang vang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/ kontrak;




bkarang vang dipetroleh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

harang yang diperaleh herdasarkan putiusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas
pentyertaan madat Pemerintzh Daerah.

Pasal 7

Barang wvang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau ssjenis
schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi
hibah/ sumbangan atau yang sejenis dari negara/ lembaga
internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasai 8

Barang yang diperclel: sebagai pelaksanaan dari perjanjian/
kontral: sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
antara lain berasal dari:

Mmoo

o

(1)
(2)

kontrak karya;

kontrak bagi hasil;

konirak kerjesama;

perjanjian dengan negara lain/ lembaga intemasional;
dan

kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha
dalam penyediaan infragtruktur.

BAB I11
PEJABAT PENGHELOLA BARKANG MILIK DAKKAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fasal 9

Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milikk daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik dasrah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan

bertanggungjawab:

a. mcnctapkan kebijakan pongclolaan barang milik
daeral;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan barang milik daerah;

c. menctapkan kebijakan pengamanan dan
pemeliharaan barang milik daerah;

d. menetapkan opejabat yang mengurus dan
menyimpan barang milik daerah,

e. mepggjukan usul pemindahtanganan barang milik
daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;




f. menyehyjui nsel pemindahtanganan, pemurnahan
dan penghapusan barang milik daerah sesusi batas
kewenangannys;

g. menvetujui usul pemanfaatan barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan; dan

h. menvetujul usul pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Begisn Kedua
Pengelola Barang

Pasal 10

Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan
bertanggungjawab;

f.
b,

C.

(1)
(2)

(3)

meneliti dan menvetujui rencana kebutuhan barang
milik daerah;

meneliti dan menyetijui rencana  kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang memerlukan persetujuan
Bupati, :

mengatur pelaksanaan penggunasn, pemanfaatan,
permusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik
dacrah vang telah disetajui oleh Bupati atau DPRD,
melakukan koordinasi dalam pelaksansan inventansasi
barang milik daerah; dan

melakukan pengaweasan dan pengendaban atas
pengelolazn barang milik daerah.

Bagian Ketiga
Fejabat Penatausahaan Barang

Pasal 11

Kepala OFD vang mempunyal fungsi pengelolaan barang
milik daerah aelaku Pejabat Penatausahaon Barang.

Pgjabat Penatausahaan Barang scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputuran Bupshi.

Pejabat Penatausahasn Barang sebagaimana dimalsud
pada ayat (1], mempunyai wewenang dan tanggung

jawab:

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

L. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah
kepada Pengelola Barang;
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(3)

. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang

atas pengajuan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daermh yang
memeriukan persetujuan Bupats;

. memberikan pertimbangan kepade Pengelola Barany

untuk mengatur pelalksanaan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnehan dan penghapusan barang
milik daerah;

. membernkan pertimbangan kepada Pengelola Barang

atas peclaksanaan pemindahtanganan barang milik
daerah vang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
memhantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan
koordinasi inveniarisasi barang milik daerah;

. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa

tanah dan/atau bangunan yang telah disershlan dari
Pengguna DBarang vang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada
Bupati melalui Pecngclola Barang, serta barang milik
daerah vang berada pada Pengelola Barang;

. mengamankan dan memelihara barang milik daerah

sehagaimana dimaksud pada huruf g;

membaniu Pengelola Barang dalam pengawasan dan
pengendakian atss pengelolaan barang milik daerah;
dan

. menyusun laporen barang milik daerah.

Bagian Keempat
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

Kepala QPD selaku Pengguna Barang.
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berwenang dan bertanggungjawah:

a.

b.

mengajukan rencana kebutuhen dan penganggaran
barang milik daerah bagi OPD yang dipimpinnys;
mengajukan  permchonan  penetapan  status
penggunaan barang yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah;

melalkukan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
menggunakan barang millk dasrah yang berada
dalam  penguasaannya untuk  kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang
dipimpinnya;

mengamatikan dat memelihara barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya,




(1)

(2}

(3

{1

(2)

3

f. mengajukan uaul pcmanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa
tanah danjatau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD dan barang milik daerah se¢lain
tanah dun/atau bangunan,

g menyerahkan barang milik dasrah berupa tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
Lkepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
yvang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemnusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;

i. melakukan pembinaan, Pengawasan dan
pengendalian alas penggunaan barang milik daerah
vang ada dalam penguasaannys; dan

j- menyusun dan menyampaikan laporan barang
pengguna semesteran (6 bulan) dan laporan barang
PeEngEuUna tahunan yang berada dalam

penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

Fengguna Barang dapat melimpahkan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab Lkepada Kuasa
Fengguna Barang.

Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab
kepada Kuasa Pengguna Barang sehbagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupst atas
usul Pengpuna Barang.

Fenetapan luasa Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan
jumlah barang yang dikelola, beban kena, lokas,
kompetensi danfatau rentang kendali dan
pertimbangan objeldtif lainnya.

Bagian Kelirna
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Fasal 14

Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan
Pengguna Barang.

FPejabat Penatausahaan Pengguna Barang scbagaimana
dimaksud pada ayat {1} ditetapkan olch Bupati ates
usul Pehgpuna Barang.

Fejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) yaitu pejabat yang membidangi
fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna
Barang.




(4 Pejabat Penatausahaan Pengguna Darang scbagaimana

(%)
2

dimalesud para ayat [2) herwenang dan

bertanggungjawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah pada Pengguna Barang;

b. menecliti usulan permmehonan penetapan status
perpgunaan barang  yang diperaieh dari behan
APBD dan perolehan lainnhya yang sah;

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang dilaksanakan oleh Fengurus Barang
dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

d. menvusun pengajuan usulan pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milik daerah berupa
taniah dan/atau bangunan vang tidak memerlukan
persetujuan DFRD dan barang milik dacrah sclain
tanah danfatan bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugae dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain;

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan
barang milik daerah;

g meneliti laporan barang semesteran (6 bulan) dan
tahunan vang dilaksanslkan oleh Pengurus Barang
dan/atau Pengurus Barang Pembantu;

h. memberikan persetyuan atas Surat Permintaan
Barang {SPD) dengan menerbitkan Surat Ferintah
Penyaluran Barang (SPPR) untuk mengelaarkan
barang nilik daerah dan gudang penyimpanan;

i. menelii dan memverifikasi Kartu Inventars
Ruangan (KIR) setiap semester (6 bulan) dan setiap
tahun;

i. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan

persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang
milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan vang
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna
dan/atau Penguirus Barang Pembantu.

Bagian Keenam
Pengurns Barang Pengelola

Pasal 15

Pengurus Barang Pengelola ditetapkan eleh Bupati atas
usul Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) adalah pejabat vang membidangi fungsi
pengelolaon  barang milik  daerah  pada Pejabat
Penatausahaan Barang.




{3

{4

(S}

(6)

Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) berwenang dan bertanggungjawab:

a membantu menclih dan  menyiapkan bahan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
tencana kebutuhan barang milik daerah kepada
Pejabat Penatausahaan Barang

b, membantu meneliti dan menyviapkan bshan
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan
tencana kebutuhan pemeliharasn/ perawatan
barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan
Barang,;

¢. menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah vang memerlukan persetujuan Bupat;,

d. meneliti dokumen usulan penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahandan penghapusan dari
Pengguna Rarang, sebagai bahan pertimbangan oleh
Pejebat Penatausahaan Barang dalam pengaturan
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bangunan vang telah
diserahkan dar Pengguna Barang yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugags dan fungei OPD dan sedang tidek
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui
Penpelola Barang;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik
daecral;
menyimpan salinan  dokumen Japoran Barang
Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekeonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang milik daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang
Pengguna semesteran {6 bulan) dan tahunan seria
Laporan Barang Pengelola schagai  bahan
penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Pengurits Barang Pengelole secera administracf dan
secara fungsional bertanggungjawals alas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat
Penatausahaan Bamang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh
Pembantu Petigurus Barang Pengelola vang ditetapkan
aich Pgjabat Penataursahaan BDarang.

Pengurus Barsng Pengelola dilatang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjasn pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan/ pekerjasan/ penjualan tersebut yang
anggarannya dibebankan pada APBID.




Bagian Ketujuh
Pengurus Harang Pengguna

Pasal 16

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupad
atas usul Pengguna Barang.

Pengurus Barang DPengguna sebagaimana dimakaud
pada avat (1), berwenang dan bertanggungjawab:

(2)

4.

b.

membantu menyiapkan dokumen rencana
kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik dacrah yang dipercleh dan
heban APBID dan perolehan lainnya yang sal;
melgksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah,

membantu mengamankan barang milik daerah vang
berada pada Pengguna Barang;

menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtenganan barang milik
daerakh berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik
daerah selain tanah danfatan bangunen;
menyiapkan dokumen penyerahan barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak
digunekan wuntuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak
dimanfaatkan pihak lain,

menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah,
mehyuaun laporan barahg semesteran (6 bulan) dan
tahunan;

menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

mengajukan Surat Permintaan Barang (SFB) kepada
Pejabat Penatausahaan Barang Pengpuna;
menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah
Penyaluren Barang (3PPB] vang dituangkan dalam
berila acara penyerahian barang,

membuat Kartu Inventaris Ruangan  [(KIRj
semesteran (& bulan} dan tahunan;

. memberi label barang milik daerah;

mengajukan permohonan persetujuan kepada
Pejabat Penataussheaan Penggune Barang atas
perubeghan kondisi fisik barang milik daerah
berdasarkan pengecekan fisik barang;

melakukan stock opname barang persediaan;
menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan
dokumen kepemilikan barang milik dserah dan
menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen
penatausahaan;

melakukan rekonsiliusi dalum rangka penyusunan
laporan barang Pengpuna Barang dan laporan
barang milik daerah; dan
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(1)

(2)
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r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
disarmpaikan kepada Pengelola Barang melalui
Pengpuna Barang setelah ditelii oleh Pejabat
Penatausahann Penggnna Barang.

Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara administratif bertanggungjawab
kepada Pengguna Barang dan secara fungsional
bertanggungjawah atas pelaksanaan tugasnya kepada
Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan
Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi
Pengurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh
Pemmbantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan
oleh Pengguna Barang

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas
kegiatan / pekerjaan/penjuatan tersebut yang
anggarantnya dibebankan pada APBD,

Bagian Kedelapan
Pengurus Barang Pembantu

Pasal 17

Bupati menetapkan Pengurus Barang Pembanlu atas
usul Kussza Pengguna Barang melaini  Pengguna
Barang.

Fembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban
keria, lokasi, kompetensi dan fatau rentang kendali dan
pertimbangan ohjektif lainnya.

Fengurugs Barang Pembantu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berwenang dan bertanggungiawab:

a. menviapkan dokumen rencana kebutuhan dan
penganggaran barang milik daerah;

L. menyiapkan usulan permohonan penetapan status
penggunaan barang milik daernh yvang diperoleh dari
beban APBD dan perclehan lainnya yang sah;

c¢. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang
milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang
berada parda Kuasa Pengguna Barang;

€. menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemanfastan dan pemindshtanganan barang milik
daerah berupa tanah dan/#lau bangunan yang tidak
memerlukan persetijuan DPRD dan barsng milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan;




(4]

{1)

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik
dacrah berupa tanah dan/atau bangunan yang lidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kaasa Pengguna Barang dan
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

£ menyiapkan dokumen pengajuan usulan
pemusnahan dan penghapusan barang mililt daerah;

h. menyusun laporan barang semesteran [6 bulan] dan
tahunan;

. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB)
berdasarkan nota permintaan barang;

i- mengajukan Surat Permintaan Barang (SFB) keparta
Kuasa Pengguna Barang;

k. menyerahkan barang herdasarkan Surat Perintah
Penyaluran Barang (SPPB) yang ditangkan dalam
herita acara penyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventaris FRuangsn [(KIR)

semesteran (b bulan) dan tahunan;

memberi Jabel barang milik daerah;

mengajukan  permchonan persctujuan kepada

Pejsbar FPenatausahaan Pengguna Barang melalii

Kuasa Pengguna Barang ates perubahan kondisi

fisik barang rmhk daerah pengecekan fisik barang;

mclakukan stock opnarne barang persediasn;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan
dokumen kepemilikan barang milk daerah dan
menyimpsn asli/ fotokopi/ salinan dokumen
penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan
laporan barang ¥uasa Pengguna Barang dan
laporan barang milik daerah; dan,

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang
dizampaikan pada Pengguna Barang mclalui Kuasa
Pengguna Barsng setelah diteliti oleh Pejabat
Fenatausshaan Pengguna Barang dan Pengurus
Barang Pengpuna.

Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang mclakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/ penjuelan tersebut yang anggarannya
dibebankan pada APBD.
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BAB [V
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Pringip Umum
Fasal 18
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun
dengan memperhatikan kebuluhan pelaksansan tugas

dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah
yang ada.
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(3)

(1

(2)

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

(€]

Ketersedinan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah
vang ada pada Pengelaola Barang dan/atau Pengguna
Barang

Perencanaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat
mencerminkan Kebutuhan riil barang milik daerah pada
OPD sehingga dapsat dijadikan dasar dalam penyusunan
RXEMD.

Fasal 19

Perencanaan kebutuhan barang milik dasrah
dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja)
UPLD ditetapkarn.

Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat
(1) merupakan salah satu dasar bagi OPD delam
pengusulan penyedisan anggaran untuk kebutuhan
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan rencana kerja dan anggaran,

Pasal 20

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu
rada Rencana Kerja OPD.

Perencanaan  kebutuhan  barang milik dacsrah
sehagaimeana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali
untuk penghapusan, berpedoman pada:

a. standar barang;

b standar kebutithan; dan/atau

c. etandar harga.

Standar barang schagaimana dimaksud pada ayat (2)
huraf a adalah spesifikasi barang yang ditetaplaan
sebagal acuan penghitungan pengadaan barang milik
daerah dalam perencanaan kebutuhan.

Standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] huruf b adalah satuan jumlah barang
yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan
dan penggunean barang milik daerah dalam
perencanaan kebutuhan bararng milik daerah pada OPD.

Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai
acuan pengadaan barang millk daerah dalam
perencanasn kebutuhan.

Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga
srhagaimana dimaksud pada ayat (3] sampai dengan
ayat {5) ditetapkan oleh Bupati.




Pasal 21

(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksad
dalam Pasal 20 ayat (2] huruf b berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

(2] Penetapan standar barang dan standar kebutuhan
sebagaimanga dimaksud dalarn Pasal 20 ayat (2} hurufa
dan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dengan
dinas teknis terkait.

Pasal 22

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
mengusulkan RKBMD pengadaan barang millk dacrah
mempedomarni standar barang dan standar kebuluhan,

Pasal 23

{1) Pengguna Barang menghimpun ueulan RKEMD vang
diajuken oleh Kuasa Pengguna Barsng vang berada di
Iingkungan OPD yang dipimpinnya.

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola
EBarang.

[3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan
REKEMD schageimana dimeksud pada ayat (2} bersama
Pengguna Barang dengan memperhatikan deta barang
pada Penppuna Barang dan/atau Pengelola Barang,.

{4) Data barang pada Pengguna Barang  dan/fatau
Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain:

d. laporan Daftar Barung Pengguna bulanarn;

b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran
{6 bulan);

¢. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan;

d. Iaporan Daftar Barang Pengelola bulanan,

¢. laporan Daftar Bamang Pengcelola scmesteran
{6 bulan);

f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;

g laporan Daftar Barang milik daerah semesteran
{6 lTulan); dan

h. laperan Daftar Barang milik daerah tahunan.

(5) Pengelola Barang dalarn melakukan penelashan
sebagaimeana dimaksud pada ayat (3] dibantu Pejabat
Penatausahaan Bareng dan Pengurus Barang
Pengelola.

(6] Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana
dimaksud pada ayal (5} merupakan anggota Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.




(7)

Hasil penelaghan sebagaimena dimaksud pada ayat (3}
merupakan dasar penyusunan RKDMD,

Pasal 24

RXBMD vang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang
digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.

(1}

(2

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 23

RKEMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat

dinsulkan oleh Pengguna Barang dan/alau Kuasa

Pengguna Barang terhadap:

a. barang milik daerah yang berada dalam kondisi
rusak berat;

b. barang milik daerah yang sedang dalam status
pernggunaan sementara;

¢. barang milik daerah yanpg sedang dalam status
untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/atau

d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek
permanfaatarn.

RKEMD pemeliharaan barang milik daeral sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan olch
Pengguna Barang yang menggunakan sementara harang
milik daerah.

RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk
pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakei dengan jangka
waktu kurang dari & {enam) bulan.

Bagian Kedua
Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daeral

Pasal 26

Perencanzan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

perencanaan pergadaarn baratlg millk daerah;
perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
perencanaan pemindahtanganan barang milik
daerah; dan

. pcrocncanaan ponghapusan barang milik daerah.

an R

Perencanaan pengadaan barang milik  daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pengadaan.

Ferencanaan pemeliharaan barang milik daerah
sebagaimana dimoksud pada ayat (1) huraf b
dituangkan dalam dokurmen RKBMD Pemeliharaan.




{4} Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf c
dituanglan dalam dokumen RKBMIY Pemanfaatan.

{8) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
dituanglan dalarmn dokurnen RKBMD
Pemindahtatganan.

(6) Perencanzan penghapusan berang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dituangkan dalam dolkumen REEBMD Penghapusan.

FPasal 27

Tata cara penyusunan dan penelashan RKBMD, mengenai:

a. tata cara Penyusunan RKBMD Pengadaan;

b tata cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Pada Pengguna Barang ;

c. tata cara Penclaghan RKBMD Pengadaan Barang Milik
Naesrah Pada Pengelala Rarang;

d tata cara Penelaahan RKBMD Pemeliharasn Barang
Milik Caerah Pada Pengelola Barang;

akan diarur lebih lanjut dengan Peraturan Bupad.

Bagian Ketiga
Penyusurian Peruhahan RKBEMD

Pasal 28

{1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.

{2) Perubahan FKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD.

Bagian Keempat
Penyusunan RKBMD Untuk Kondisl Darurat

Pasal 29

{1} Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD
terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan
anggaran untuk kehutuhan bharu {hew ifiative] dan
penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana
pemelihasgan bearang milikk  daerah  dilakukan
berdasarkan  mekanisme penganggaran segual
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput bencana alam dan ganggusn keamsnan skalas
besar.




(3)

{4

(1)

{2

(1)

(2]

(1}

(2]

Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang bersamasn dengan
penvampatatn RKBMD Perubahan dan/fatau RKBMD
tahun berikutnya.

Laporan sebagaimana dimeksud pada ayat (3)
digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan
pertimbangan tambehan dalam ponclaahan atas
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran
berkenaat! dan/fatan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PENGADAAN

Pasal 30

Pengadaan barang milik daerah  dilaksanakan
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparsn dan
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Pelaksanaan pengadasan barang milik daerah dilakukan
segual  dengan ketentuan perasturan  perundang-
undangan,

Pasal 31

Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil
pengadaan barang milik daerah kepada Bupati melalui
Pengelola Barang milik daerah unituk ditetapkan status
peEnggunaannya.

Laporan hasil pengadaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdiri dari
laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran {6 bulan)
dan tahunan.

BAB VI
PENGGUNAAN

Bagian Kesaiu
Prinsip Umum

Pasgai 32

Bupati menetapkan status penggunaan barang milik
daerah.

Bupati dapat mendelegasikan penetapan status
penggunaan atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pads ayat (1] seclain tanah dan/atau
bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola
Barang.




(3)

{4

(5}

(1)

(2)

Kondigi tertentu sebagaimansa dimaksud pada ayat (2),
antara lain adalah barang milik daerah yang tidak
mempunyai hukti kepemilikan  atau  dengan nilai
tertentu.

Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada avat (3)
ditetapkan oleh Bupati.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
dilaksanakan secara tahunan,

Pasal 33

Penggunaan barang milik daerah meliputi:

8. penetapan status penggunasn  barang milik
daerah;

b. pengalihan status penggunaan barang milik
daerah;

¢. penggunaan sementara barang milik dacrah; dan

d. penetapan status penggunaan barang milik daerah
untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilalukan untul:

a, penyelenggaraan tugas dan fungsi OFD; dan

b. dioperasikan oleh pihak lan dalam  rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan
fungst OPD yang bersangkutan.

Pasal 34

Penetapan status penggunaan tidak dilaltukan terhadap:

a.
h.
C+

d.

{1

(2)

barang persediaan;

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP),

barang yang dari awal pengadosnnya direncanakan
untuk dihibahkan; dan

Azet Tetap Renovasi (ATR].

Pasal 35

Penetapan status penggunaan barang milik daerah
berupa tanah dan/atau bLangunan dilakukan apabila
diperlukan mtuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna DBarang danjatau Kuasa
Pengguna Barang yang bersangkutan.

Penggina Barang wajib menyerahkan barang milik
daerah berupa tanah dan fatan bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tdak
digunaksn dalam penvelenggarsan tugas dan fungsi
Pengpuna Barang kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.



(3

(4)

(5)

(1)

(2)

(3]

{4

Dikerualikan dari keteniuan sebagaimana dimaksatd
pada ayat (2], apabila tanah dan/ateau bangunan

sebagaimana dimaksud pada avat (2] telah
direncanakan untuk digunakan stau dimanfaatkan
dalam jangka walktu tertentu yang ditetapkan oleh
Bupati.

Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yvang tidak
digunaksn dalam penvelenggaraan tugas dan fungsi
Pengpuna Barang sebagaimana dimaksud pada ayal
(2).

Dalam hal barang milik dacrah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang
dikenakan sanksi Therupa pembekuan dana
pemeliharaan alas barmog milik daerah berkenaan.

Pasal 36

Bupati menetapkan barang milik daerah yang harus
diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa

Pengguna Berang dan tidak dimanfaatltan eleh pihak

lain,

Dalam meneatapkan penyerahan sebagaimana dimaleud

pada ayat (1) Bupati memperhatikan;

a. standar kebutuhan barang milik daerah wuntuk
menyelenggarakan dan menumnjang tugas dan fungsi
Pengguna Barang,

h. hasil audit atag penggunaan tanah dan/atau
bangunan; dan/atau

¢. laporan, datadan informasi yang diperoleh darn
sumber lain.

Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hutruf
¢ anlam lkin terisasuk hasil pelaksanasan pengawasdan
dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang
atau Bupati dan laporan dan masvarakat,

Tindak lanjut pengelolaan atas penverahan barang mikk
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan status penggunaan;
b. pcmanfaatan; atau

¢. pemindahtanganan.




Paragraf Kesatu
Penectapan Status Penggunaan Barang Milik Dacrah
Oleh Bupati

Pagal 37

{1} Pengguna Barang mengajukan permohonan perietapat
status penggungan barang milik daerah yang diperoleh
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah
kepeda Bupati.

(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)} dilakukan setelah diterimanya harang milik

daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada
tahun anggaran yang berkenaan.

(3) Bermohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan secara tertulis oleh Pengguna Darang kepada
Bupati paling lambat pada akhir tahun herkenaan.

(1) Bupati menerbitkan Lkeputusan penetapan status
penggunaan barang milik daerah setiap tahun.

Pasal 38

Ketentuan lebih lamjut mengenai pengajuan permohonan
penetapan status penggunaan barang milik daerah diatur
dengan Peraturan Bupati.

Fasal 39

{1} Pengelola Barang melakukan  penelitian atas
permohonan penetapan status penggunaan barang
milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana
dimalesud dalem Pasal 37 ayat (1).

(2] Penelitian sebhagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakulkan terhadap kelengkapan dan lkesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan.

(3] Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada
Pengguna Barang yang mengajukatt permohonan
penctapan status penggunaan borang milik daerah;
dan/atau

b. melakukan pengecekan lapangan.

{4) Kegiatan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} dilakukan terhadap barang milik daerah berupa
tangh dan/atau bangunan serta barang milik dacrab
selain tanah dan/atan bangunan yang memiliki
dokumen kepemilikan atau dokumen lain vang sah.




(1)

(2)

(3)

(1}

(2

(3]

{4

(5]

Pasal 30

Berdamarkan hsagil peneliian sehagaymana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat {1), Bupati menetapkan status
penggunaan barang milik daerah.

Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan
Pengguna Barang sebagsimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1}, Bupati melalui Pengelola DBarang
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang
disertal alasari.

Paragraf Kedua
Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah Oleh Pengelols Barang

Pasal 41

Pengelola DBarang menctapkan status penggunaan
barang berdasarlan kewenangan vang didelegasilkan
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2).

Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan
melkanisine:

a. pocngguna Barang mengajukan permohonan
penstapan statug perngpunaan barang milik daerah
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah kepada Pengelola Barang.

. pengajuan permoohonan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a dilakukan setelah diterimanya barang
milik daerah berdasarkan dokumen penerimasan
barang pada tahun anggaran yang berkenaan.

€. permohonan penetapan status pernggunaan barang
milik daerah digjukan secara tertulis olch Pengguna
Barang kepada Pengelola Barang paling lamhat
pada akhir tahun berkenaan.

Pengajuan permchonan penetapan status penggunaan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) disertai dokumen.

Terhadap pengajuan permohonan penetapan status
penggunasn barang millkk  daerah  sehagaimana
dimaksud pada ayat (2} dilakiikan penelitian
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41.

Berdasarkan hasil peneliisn sebagaimana dimaksud
pada ayat (4], Pengelola Barang menetapkan status
penggunaan barang milik daerah.




(6) Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui
permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, Pengelola Barang mecncrbitkan surat
penolakan kepada Penggiina Barang disertai alasan.

Bagian Kedua
Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pasal 42

{1} Barang milik dacrah dapat dilakukan pengalihan status
penggunaan.

{2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. inisiatif dari Bupati; dan
b. permochonan dari pengguna barang lama.

Pasal 43

(1) Fengallhan status penggunaan barang milik daerah
berdasarkan mnigiatf dan  Bupati sebagaimanas
dimaksud dalam Pasal 42 ayat {2) huruf a dilakukan
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Pengguna Barang.

(4) Pengalihan status penggunaan barang milik dasrah
sebagaimena dimaksud dalesn Pasal 42 ayat (2} hurufb
dari Pengpuna Barang lcepada Pengguna Barang
lainnya untuk penyvelenggaraan tugas dan fungsi
dilakukan berdasarkan persetujuan Bupath.

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2| dilakukan terhadap barang milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan
tidalte digunelan eleh Pengguna Barang yang
bersangkutan.

(4) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayvat (2} dilakukan tanpa kompensasi dan tidak
diikuti dengan pengadasn barang milik daerah
yengganti.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perrnohonan
pengalihan status penggunaan barang milik daerah, diatur
dengan Peraturan Bupati.




Bagian Ketiga
FPerggunaan Sementara Barang Milik Daerah

Pasal 45

(1} Barang milik daerah yanp telsh ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat
digunakan sementara oleh Penggnina Barang lainnya
dalam jangka wakiu tcrtentu tanpa harus mengubah
status penggunaan barang milik daerah tersebut setelah
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupaii.

(2] Penpgunaan sementara barang milik  daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
untuk jangka waktu:

a. paling lama 5 (lima} tahun dan dapat diperpanjang
untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan;

b, paling lama 2 (dus} tahun dan dapat diperpanjang
untuk berang milik daerah selain tanah danfatau
bangunan.

(3] Penggunaan sementara barang milik daerah dalam
jangka waktu kurang dari 6 {enam} bulan dilakukan
tanpa persetnjuan Bupati.

Pasal 46

(1} Penggunaan sementara  barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan
dalam perjanjian antara Pengguna DBarang dengan
Pengguna Barang sementara.

{2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul
selamp jengka waktu  penggunaan  sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebanksm
kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang
yang menggunakan sementara barang milik daergh
bersangkutan.

Posal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai fata cara permohonan
pengajuan penggunaan sementara barang milik daerah,
penelitian, persetujuan dan penetapannya diatur dengan
Peraturan Bupat.

Bagian Keempat
Penetapan Status Penggunaat Barang Milik Blaerah
Untuk Dioperasikan Cleh Pihak Lain

Pasal 48
(1) Barang milik daerah vyang telah ditetapkan status

penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat
digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.




(2)

(3)

{4

(S)

(6l

Penggunaan barang milik dacrah untuk diopcrasikan
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangks menjalankan pelayanan umum
sesuai tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

Fenggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan
oleh pihak fain sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dituangkan dalam pejanjian antara Pengguna Barang
dengan pimpinan pihak lain.

Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul
selama jangka waktu penggunaan barang milik dasrah
untuk dioperasikan cleh pihak lain dibebankan pada
pihak lain yang mengcperasikan barang milik daerah.

Pihak lain vang mengoperasikan barang milik daerah
dilarang melakukan pengaliban atas pengoperasian
barang milik daerah tersebur kepada pihak lainnya
danfatau memindahtangankan barang milik daecrah
bersangkutan.

Bupati dapat menarik penetapan status barang milik
daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam hal
Femerintah Daerah akan menggunakan kembali untuk

penvelengsaraan Pemerintah  Daerah atan  pihak
lainnys.

Pasgal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan
penetapan status penggunaan barang mitik daerah untuk
dioperasikan oleh pihak lain, penelitian, persetujuan,
penetapan dan berakhitnya penggunaan diatur dengan
Peraturan Bupau.

{1

BAB VII
PEMANFAATAN

Bagian Kesalu
Prineip Umum

Pasal 50

Pemanfaatan barang milik dacrah dilaksanakan oleh:

g. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk
barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
Pengelola Barang; dan

bh. Pengguna Barang dengan perseétujuan Pengelola
Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian
tanah dan/atau bangunan wvang mash digunakan
oleh Pengguna Barangdan selam tanah dan/a

tau




{2

(3)

(4

(1)

(2)

(3)

(%

()

{2)

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan
berdasarkan pertimbangan teknis dengan
memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan
urnum.

Pemanfaatan harang milik deerah dapat dilakukan
sepenjeng tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemanfaatan barang milik deerah diakukan tfanpa
memeriukan persetujuan DPRD.

Pasal 51

Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik
daerah serta hiaya pelaksanaan yang menjadi objek
pemanfaatan dibebankan pada mitra pemantaatan.

Biaya persiapan pemanfaataan barang milik daerah
sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan
dibebankan pada APBD.

Pendapatan dacrah dar pemanfaatan barang milik
daerah mernpakan penerimaan daerah yang wajib
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Fendapatan daerah darn pemanfaatan barang milik
daerah dalam rangka penyelenggaragn pelayanan
umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan
Umum Daerah merupakan penerimasn daerah yang
disetorkan seluruhnva ke rekening kas Badan Layanan
Umnurn Daerah.

Pendapatan daerah dar pemanfaatan barang milik
daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Layanan Umum Daeralh merupakan
penerimaan daerash vyang disetorkan seluruhnya ke
rekening Kas Umum Daerah,

Pasal 32
Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan
dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Barang milik daerash yang merupakan objek retribusi
daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek
pemanfaatan barang milik daerah.

Paeal 33

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:

R

Sewa;
pinjam pakas;

KSF (Kerja Sama Pemmanfaatan);
BGS atau BSG; dan

KSFI.




Bagian Kedua
Mitra Pemmanfaatan

Pasal 54

Mitra Pemanfaatan meliputi:

a.

b

.

Penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah
dalarn bentuk sewa;

peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik
daerah dalam bentuk pinjam palai;

mitta KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk KSP;

mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik
daerah dalam bentuk DGS3/DBSG; dan

mitra KSPl, untuk pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk KSPL

Pasgal 55

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
mermniliki tanggung jawab:

a.
b.

C.

(1)

(2}

(3

melakukan pembayarsn atas permmanfaatan barang milik
daerah sesuai bentuk pemanfaatan;

menyerahkan hasil pelaksansan pemanfaatan sesuai
ketentuan bentuk pemanfaatan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang
milik daerah yang dilakuknn pemenfaatan dan haasl
pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
mengembalikan  barang milik daerah  setelah
berakhirnyva pelaksanaan; dan

mcmenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam
perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

Pasgl 5h

Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi;
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b. selain tanah dan/atau bangunan.

Objek pemanfaatan barang milik daerah bernpa tanah
danfatau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau
keseluruhannva.

INalam hal ohjek pemanfaatan barang mlilk daerah
berupa  sebagian  tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huas tanah
dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan
barang milik daerah adaleh sebesar luas bagian tanah
dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.



Bagisn Ketiga
Permilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan
Barang Milik Daesmah

Pasal 57

Pemilihan mitra didasarkan pada prineip-prinsip;

rROEP

™ {h

(1)

{2

(1)
{2

(1]

dilaksanakan secara terbuka;

sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
memperoleh manfaat yang optimal bagi daerah;
ilaksanekan oleh panitia pemilihan yang merniliki
integritas, handal dan kompeten;

tertib administrasi; dan

tertib pelaporan.

Fasal 38

Pelaksana pemilihan milra pemanfaatan berupa KSF

pada Pengelola Barang atan BGS /BSG terdiri atas:

a  Pengelola Barang; dan

b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola
Barang.

Pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP

pada Pengguna Barang terdiri atas:

a  pengguna Laranyg; duan

b, panitia pemilihan, yang dibentuk oleh pengguna
bararng.

Pasal 5O

Pemilihan mitra dilakukan melaiuii tender.

Dalam hal objek pemsanfaatan dalam bentuk KSP
merupakan barang milik daersh vang bersifat khusus,
pemilihun mitra dapat dilakukan melalul Penunjukan
langsung.

Pasal 60

Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau
BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki
tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menetapkarn rencands umum pemilihan, antsra lain
persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja
panitia pemilihan;

b. menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang
metiput:

1. hkemampuan keuangan;
2. spesifikagi teknis; dan
3. rancangan perjanjian.
C¢. menetapkan panitia pemilihan;



(2)

=

menetapkan jadwal proses pemilihan tnitra

berdasarkan usulan dari panitia pemilihan;

menyelesaikan perselisithan antara peserta calon
mitra dengan panitia pemilihan, delam hal terjadi
perbedaan pendapat;

membatalkan tender, dalam hal:

1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau
menyimpang dari dokumen pemilihan;

2. pengaduan masyarakat adanya dugean kolusi,
korupsi, nepotisme yang melibatkan panitia
pemilihan ternyata terbukti benar;

menetapkan rmitra;

mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan

dokumen pemilihan mitra; dan

melaporkan hasil pelaksanaan puemiliban milm

kepada Bupati.

Selain tugas den kewenangan scbagaimana dimaksud
pada ayat {1], dalam hal diperlukan. Pengelola Barang/
Pengpguna Barang dapat:

a.
b.

menetapkan tim pendukung; dan/atau

melakukan tugas dan kewenangan lain dalam
kedudukannya selaku Pengelola Barang/Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan
Pasal 12.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim
pendukung scbagaimana. dimeksud dalam Pasal 60 ayat 2
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tender

Paragraf Kesatu
I'rinaip Umum

Pasal 62

Tender dilalonilan untuk mengalokasikan hak pemanfaatsn
barang milik daerah kepada mitra yang tepat dalamn rangka
mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah yang
efisien, efektif dan cptimal,

Pasal b3

Tahapan tender mcliputi:
PENEUMIIMAn;

pengambilan dokumen pemilihan;
pemasukan dokumen penawaran;
pembukaan doKumen pernawaran,

AN oR
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penehtian kuahtikasi,
pemanggilan peserta calon mitra;
pelaksanaan tender; dan
pengusulan calon mitra.

Paragraf Kedua
Penpgumuman

Pasal 64

Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan
tender di media massa nasional sekurang-kurangnya
melalui surat kabar haman nasional dan website
Femerintah Daerah.

Fenngumnuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 2 {dua) kali.

Pengumuman sehagaimana dimaksud pada ayat (2)
selyrang-kurangnya memuat:

a. nama dan alamat Pengelola Barang/Pengguna
Barang;

identitas barang milik daerah objek pemanfaatan;
bentuk pemanfaatan;

peruntukan objek pemanfaatan; dan

jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan,

B an o

Paragraf Ketiga
Pengambilan Dokumen Pemilihan

Paenl 65

Peserta calon mifra dapat mengambil dokumen
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan
dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan
tempat yang ditentukan dalam pengumuman.

Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra
vang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.

Paragraf Keempat
FPemarulcan Dnkumen Penawaran

Pasgal 66

Feserta calon  mitra  dapat mengambil  dokumen
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan
dan/atau mengunduh dari website sesuai waktu dan
rempat yang ditentukan dalam pengumuman.

Fanitia pemilihan membuat daftar pesetrta calon mitra
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.



raragraf Kelima
FPembukasn Dokumen Penawaran

Pasal 67

(1) Pembukaan dokumen penswaran dilakukan secaia
terbuka di hadapan peserta calon mitra pada waldtu dan
termpat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan,

{2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam
berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan
dan 2 [dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang
hactir.

Paragraf Keenam
Penelitian Kualifikasi

Paasal 68

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi
terhadap peserta calon mitra yang telah mengajukan
dokumen penawaran secara lengkap, henardan tepat
waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi
kualifikasi dan persyaratan untuk mengkuti tender
pemanfaatan.

(2) Hasil penelitian kualifikasi dituangkan dalam berita
acaun yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.

Paragraf Ketujuh
Pemanggilan Pescerta Calonr Mitra

Pasal 69

Panilia pendolihan melakulkan pemanggilan peserta calon
mitrs yang dinyatakan luluz kualifilagi untulk mengikut
pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat
elektronik {e-mail).

Paragraf Kedelapan

Pelaksanaan Tender
Pasal 70

(1) Tender dilakukan wuntuk mengalokasikan  hak
pernanfaatan  barang milik daerah berdasarkan
spesifikazi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari
peserta calon mitra vang lulus kualifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).




(2) Tender sehagaimana dimaksud pada  ayar (1)
dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 {tiga)
peserta calon mitra yang memasukken penawaran.

{3) Hasil tender dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra
sclaloy pemenang tender.

Paragraf Kesembilan
Fengusulan Dan Penelapan Mitra Pemanfaatan

Pasal 71

{1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra
pemanfeatan disampeiken secarn tertulis olch panitia
remilihan kepada Pengelola Barang, Pengguna Barang
berdasarkan berita acara hasil tender.

{2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melampirkan doktumen pemilihan.

Pasal 72

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang
tender sebagni mitra pemanfaaten berdasarken wusulan

panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalaimm Pasal 71
ayat (1) dengan keputusan.

Paragraf Kesspuhih
Tender Gagal

Fasal 73

(1} Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila:

a. tidak terdapat peserta calon mira yang Iulus
kualifikasi;

h. ditemmukan bukti/indikasi terjadi persaingan tdak
sehat;

c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan
Daerah ini; atau

d. calon mitra mengundurkan diri.

(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada
peserta caton milra.
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Faragraf Kesebelas
Tender Ulang

Pamal 74

Panitia pemilihan menystakan tender ulang apabila:

a. tender dinyataken gagal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1); atan

b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang
dan 3 (tiga) peserta.

Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan
sehagai tender ulang, panitia pemilihan segery
melakukan pengumuman ulang di media massa
nasionalt dan wehbsite Pemerintah MNaerah.

Dalam hal tender ulang sebagaimana dimaksud pada
avat (2] terdapat paling sedildt 3 (Hga] crang peserta
calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme
tender.

Paragraf Kedua belas
Seleksi Langsung

Pasal 75

Dalam hal setelah dilakukan pengumurnan ulang
sebaganinana dimaksud dalam Pasal 74 ayart (2], peserta
calon mitra yang mengilouti tender ulang terdiri atas 2
{dua) peserta, maka panitia pemilihan menvatakan
tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan seleksi
langsung,

Seleksi langsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra
yang mengikuti tender ulang selLagaimana dimaksud
pada ayat [1).

Tahapan seleksi langsung terdiri atos:

a.  pembukaan doekumen penawaran;

b. negosiasi; dan

c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/
Pengguna Barang.

Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan
seperti halnya pruses itender sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63.

Pasal 76

Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan
pemanfaatan dan kensep materi perjanpan.

Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pemanfaatan BGS/ BSQ, negosiasi juga Jilakukan
terhadap porsi bagian Pemerintah Daerah dari objek
BGS/ BSG yang dilakukan pemanfaatan,




{3)

(4)

(1)

(2)

(3}

(1}

(2)
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Ketentuan umum pelaksanaan KSFP atau BGS/ BSG,
termasuk perubahan yang mengakibatkan penarunan
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk
pemanfaatann KSP atau kontribusi tahunan untuk
pemanfaatan BGS/ BSG dilarang untuk dmegosiasikan.
Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi
dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara
ncgoaiasi yang ditandatangani oleh panmitia pemilihan
dan peserta calon mitra.

Pasal 77

Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita
acara negosiasi melalui cara perbandingan antara hasil
negosiasi masing-masing peserta calon mitra.

Panitia pemikhan menyampaikan usulan peserta calon
mitra dengan hasil negosiasi terbaik kepada Pengeslola
Barang/ Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan
sebagai mitra.

Usulan sebapaimana dimaksud pada ayat (2] diserta
dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen
pemilihan.

Paragraf Ketiga Belas
Penunjulkkan Langsung

Paaal 78

Datam hal setelah dilakukan pengumuman ulang
schagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat {2), peserta
calon mitra vang mengajukan penawaran hanva terdied
atas 1 (satu} peserta, maka panitia pemilihan
menyatakan tender wulang gagal dan  selanjuinys
melakukan penunjukan langsung.

Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon
milra yang mengikuli  tender wlang  sebagaimana
dimalieud pada ayat (1).

Proses tahapan seleksi  langsung secbagaimana
dimaksid dalam Pasal 75 berlaku mutatis mutandis
terhadap proses dalam tahapan penunjukan iangsung.

Pasanl 749

Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan
penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat {2] dan ayat (3], berlaku mutatis mutandiz terhadap
penunjukkan langsung pada KSP atas barang milik daerah
yvang bersifat khusus sebagaimana dirnaksud dalam Pasal
59 ayat {2).
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Bagian Kelima
Sewa

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 80

Penyewaan barang milik daerah dilakuksn dengan

tujuan:

a. mengcephimalkan pendayagunaan barang milik
daerah yang belum/ tidak dilakukan penggunaan
dalam pelaksanasn tgas dan funggi
penyelenggaraan Pemerintahan Daemah;

b. memperocleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dan fatau

. mencegah penggunadan barang mibik daerab oleh
pihak lain secara tidak sah.

Penyewann barang milik daerah dilakulian sepanjang
tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak
mengganggy pelaksanaan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pernerintahan daerah.

Fasal 81

Barang milik daerah vang dapat disewa berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang sudah digerahkan
oleh Penggunsa Barang kepada Bupati;

b. sebagian tansh dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh Pengguna Barang; danfatau

c. sclain tanah dan/atau bangunan.

Sewa Dbarang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola
Barang setelah mendapat persetujuan Bupah.

Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (I) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dar
Pengeloia Barang.

Fihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah,
mehiputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Dae¢rah;

c. Swasta; dan

d. Badan hukum lannya.

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hunuf c,
antara lain:

PETOTATIEAN,

persekutuan perdata;
persekutuan firms;
persekutuan komanditer;

aoge




(1)

(2]

{3)

(4)

(5}

perseroen terbatas;
lembaga/ organisasi internasional/ asing,
yayasan; atau

koperasi,

T o

Paragraf Kedua
Jangka Wald Sewa

Pasal B2

Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5
(lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat
diperpamnjang.

Jangka walitu sewa barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada avat (1) dapat lebih dari 5 {lma) tahun

dan dapat diperpanjang untuk:

a. kerja sama infrastruktur;

b. kegiatan dengan karskteristik usaha yang
memerlukan wakiu sewa lebih dari 5 {lina) tahun;
atau

c. ditentukan lain dalam undang-undang.

Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk
kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan
lebih dari 5 (lima] tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan
iasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang
berkompeten .

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dapet dihitung berdasarkan periode sewa yang
dikelompokkan sebagai berikut:

a. per tahun;

b. per bulan;

¢. per hari; dan

d. perjam.

Jangka wakiu sewa harang milik daerah dalam rangka
kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf a paling lama 10 (sepuluh) tabun dan
dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 83

Linglup pemanfaatan barang milik dasrah dalam rangka
kerje sama, infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa
mempedomani ketentuan perundang-undangan.
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Paragraf Kebga
Formula Tarif/ Desaran Sewa

Pasal §4

Formula tarif/ besaran scwa barang milk daerah

ditetaplan oleh Bupati:

a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; dan

b. wuntuk barang milik daerah berupa selain tanah
dan/atau bangunan demngan berpedoman pada
kehijakan penpgelolaan harang milik daerah.

Besaran sewa, sebagaimana dimalsud pads ayat (1)
adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah
yvang ditentukan.

Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat {2) huruf a
atau uniuk kegiatan dengan karakteristk usaha yang
memerlukan waldtu sews lebih dari 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2] huruf b
dapat mempertimbangkan nilai keeckonomian darn
mAsSIing-masing jenis infrastruktur.

Mempertimbangikan nilai keekonomian, sebagairnana
dimaksud pada avat (3) antara lain dengan
mempertimbangkan days beli/ kemampuan membayar
{ability 1o pay) masyarakat danfatau kemauan
membayar (willingness to pay) masyarakat.

Pasal 85

Ketenluan lebih lanjut mengenai penghitingan sewa barang
milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Keempat
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 86

Jenis kegiatan usaha Penyewa dikelompokkan atas:

H.
b.

A

(1)

kegiatan bistis,
kegintan non-bisnis, dae
kegiatan so=ial.

Pasgal 87

Kelompok kepgiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf a dlpemntukkan bagi kegiatan yang
kerorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:

a. perdagangan;

. jasa; dan

. industri.




(2) Kelompok kegiatan non-bisnis sebagaimana dimaksud

(3)

{1)

(2)

dalam Pasal 86 huruf b dipcruntukkan bagi kegiatan

vang menarik imbalan atas barang atau jasa yang

diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara

bain:

a. pelavanan Kepentingan umum yang memungut

biaya dalam jumlah fertentu ataa terdapat potensi

keuntungan, baik materil maupun immateril;

penyelenggaraan pendidikan nasional;

¢. upaya pemenuhan kebunihan pegawai atau fasilitas
yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan
fungsi Pengguna Barang; dan

d. kegatan lainnya yang memenuhi kriteria non-bisnis.

&

Eelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang
tidak menarik itnbalan atas barang/ jasa yang diberikan
dan/atau tdak berorentasi mencari keuntungan,
antara lain:

pelayanan kepentingan nmum yang tidak memungut
biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan:
kegiatan sosial;

kegiatan keagamaan;

kegiatan kemanusiaan;

kegiatann penunjang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan; dan

kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

ppcg P

Paragraf Kelima
Perjanjian Sewa

Masal 65

Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam

perjanjian sewa yang ditandalangani oleh Penyews dan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah vang
berada pada Pengguna Barang,

Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

paling sedikit memuat;

g,  dasar pejanjian,

b.  para pihak vang terilzat dalam perjanjian;

¢. jenis, luas atau jumlah barang, besarah sewa dan
jangka walktu;

d. besaran dan janpgka wakiu sewsg, termasuk
periodesitas sewa;

e. tangeung jawab Penyvewa atas biayva operasional
dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;

f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis

kegiatan ussaha dan kategori bentuk kelembagaan

Penyvewa;

hak dan kewajiban para pihal; dan

hal lain yang dianggap perha.

o



{3} Penandatanganan perjanjian sewa  sebagaimana
dimeaksud pada ayai (1) dilakukan dikertas bermarerai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{4} Scluruh biaya vang timbul dalam rarngka pembuatan
perjanjian sewa ditanggung Penyewa.

Paragraf Keenam
Pemhbayaran Sewa

Pasal 89

(1} Hasil scwa barang milik dacrah merupakan penerimaan
daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening
Kas UUmum Daerah.

(2) Penyetoran uang sewa harus ditakukan sekaligus secara
tunai paling lambat 2 (dua) hard kerja sebelum
ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.

(3] Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat dilakukan dengan cera pembayaran
secaTA tunal kepada bendahara penerimasn atau
menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah,

{4} Pembayaran uang sewa scbagaimana dimaksud pada
ayat (2} dan ayat {3) dibuktikan dengan menyerahkan
bukti setor scbagai satah satu dokumen pada Lampiran
vang menjadi bagion tidak terpisahkan dari perjatijian
sS6wa.

Pasal 90

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 89 ayat (2], penyetoran uang sewa barang
milik daerah unwmuk KS3SPl dapat dilakukan secara
bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.

{2) Persetujuan Pengelola Barang schbagaimana dimaksud
parcda ayat (1) wajih dilaporkan kepada Bupati

{3) Penyetoran uang zewa secara bertahap sebagnimana
dimaksud pada avat (1} dituangkan dalam perjanjian
Sewa.

(4} Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara
hertahap se¢bagaimana dimaksud pada avat (3}
dilakukan dengan nyemperhiiuitgkas nilni sekarany dart
setiap tahap pemhbayaran berdasarkan begaran sewa
barang milik daerah hasil perhitungan sesuai
ketentuan,

{3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dapat
mermirita masukan dari penilai.




(€}

(1}

{2

(3

(4)

Penyetoran uang sewa barang milik daerah secama
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakunkan  sepanjang Penyewa  tidak  memilild
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk
membayar secara sekaligus dibuktkan dengan surat
permyataan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6]
ditandatangani oleh Penyewa yang sckurang-kurangrya
memuat  keterangan mengenai  ketidakmampuan
tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk
membayar lunas secara bertahap.

Paragraf Ketujuh
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa

lasat 91

Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat

diperpanjang dengan persetujuan:

a. Bupati, untuk barang milik dserah yang berada
pada Iengelola Darang; dan

b. Pengelola Barang, unink harang mililkk daerah vang
berada pada Pengguna Barang,

Pennyewa dapat mengajulian permohonan perparjangan

jangka walktu sewa kepada:

a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola
Barang; dan

b. Pengelola Barang, untuk barang milik dasrah pada
Penpgguna Barang.

Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
ketentuan:

a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 [satu) tahun,
permohonan  perpanjangan  harus  disampaikan
paling lambat 4 {empat) hulan sebelum herakhirmya
jangka waktu sewa;

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan
harus disampakan paling lambat 3 {tiga] bulan
sebelum berakhimya jangka walkitu sewa;

. uhtuk jangka waldu sewa per bulan, permohonan
harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

d. untuk periodesitas sewa pcr hari atau per jam,
permohonan harus dissmpaikan sebelum
berskhirnya jangka waktu sewa.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
huruf a dan huruf b disgjukan dengan melengkagpi
pevsvenalan sebuagaimana permohonan sewa pertama
kadi.



T

(5)

()

Tata cara pengajuan usulan perpanjanean jangka waktu
sewa sebagaimana dimaksud pada syat (3] huruf a dan
huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana
pengajuan usulan scwa baru.

Penctapan jangka waktu dan perpanjangannva

sshagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5)

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. karaktenistik jenis infrastruktur;

b. kebutuhan penvediaan infrastruktur;

¢. keternuan untuk masing-masing jenis infrastruktur
dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. pertimbangan lain dari Bupati.

Paragraf Kedelapan
Pengakhiran Sewa

Pasal 92

Sewa berakhir apabila:

2,
b.

{1)

(2)

(3)

{4)

berakhirnya jangka waktu sewa;

berlakunya syarat batal wsesual perjanjian  yang
ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa
oleh Bupati atau Pengelola Barang;

Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan
sewa dalam rangka pengewasan dan pengendalian; dan
ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

FPasal 02

Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada
saal berukhirmnya sewa dalam keadaan baik dan layak
digunakan secara optimal sesuai fungsi dan
peruntukannya.

Penverahan barang milik daerah sebagaimans
dimaksud pada ayat (1} dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima {BAST].

FPengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan
pengecekan barang milik daerah yang disewakan
sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima
(BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang
milik daerah bersangkutan.

Penandatanganan Berita Acama Serah Terima (BAST)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dilakukan setalah
semua kewajiban Penyewa cipenuhi.

FPasat 994

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan
Sewa oleh Pengelola Barang dan oleh Pengguna Barang
diatur dengan FPeraturan Bupati.




Paragraf Kesembilan
Pemeliharaan Sewa

Pasal 95

(1) Penyewa wajih melakukan pemeliharaan atas barang
milik daerah yang disewa.

(2} Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} terrnasuk bhiaya yang timbul dari
pemakaian dah pemanfaatan barang milik daerah
menjadi tanggung jawab sepenuhnys Jdari Penyewa,

(3] Pemeliharann s-:bagmana dimaksud pada ayat (2)
ditujukan untuk menjaga kondiai dan memperbaiki
barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guns dan berhasil gina.

(4] Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} harus sudahb selesai dilaksanakan paling
Iambat pada saat berakhimya jangka waktu sewa.

(5] Datam hal barang milik daerah yang disewa rusak
akibat keadann kahar (force majewr), perbaikan dapat
dilakukan berdasarken kesepakatan oleh Pengelola
Barang /Pengguna Barang dan Penyewa.

Paragraf Kesepuluh
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 96

(1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan
dengan persetujuan:
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; dan
b. Pengelola Barang, untuk barang milik dacrab yang
berada pada Pengguna Barang.

{2} Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dinaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah
konstruksi dasar bangunan.

{3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) mengakibatkan
adanya penambahan, bagian yang ditambahkan
menjadi barang milik dgerah dan disertakan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat
berakhimya jangka waktu sewa.




Paragraf Kesebelas
Gantl Rugi

Pasal 97

Dalem bhal barang milik daerah selain tanah danjatan
bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu
sewa, Penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undanga:.

Paragraf Keduabelas
Denda/Sarnksi

Pas=al 08

Penyewa dikenakan sanksi administratift berupa surat
teguran apabila:

a.

b.

{1

(2)

Penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang
disewa pada saat berakhirmnya jangka waktu sewa;
perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(4) belum dilakukan atau diperkirekan belum selesai
menjclang berakhimya jangka waktu sewa, dun fatau
penggantian sehagaimana dimaksud dalam Pasal 97
belum sclesai dilaksanakan paling lambat sebelum
berakhimya jatgka waktu sewa.

Pasal 99

Dalam hal penyerahan, perbaikan dan/atau
penggantan barang milik daerah belum dilakukan
terhitung 1 (satu) bulan sejak dilerbitkannya surat
teguran sehagaimana dimaksud dalam Pasal 98,
Penvewa dikenakan sanksi administratif berupa surat
peringatan.

Dalam hal penyerahan, perbaikan dan/atau
petiggantian barang milik daerah belum dilakukan
terhitung 1 (satu) bulan scjak diterbitkannya sur:t
peringatan sebagairnans dimaksud pada ayat (1),
FPenyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda,
schagaimana  ketentuan — peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Pinjam Pakai

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Masal 100

{1) Pinjam pakat dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. mengoptimalkan barang milik daerah yang belum
atau tidak dilakukan  penggunean  uniuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dan




b. menunjang peleksanaan penyelenggsraan
pecmerintahan daerah,

{2) Peminjam  pekai dilarang untyk  melakukan
pemanfastan atas objek pinjam pakai.

Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana Pinjam Pakai

Pasal 101

(1) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerash atau antar
Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

{2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah
dilakukan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengelola Barang, dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daersh yang
berada pada Pengguna Barang.

{3) Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola Barang/

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setelah mendapatkan persctujuan Bupat.

Paragraf Ketiga
Ohjek Pinjam Palkai

Pagal 1072

(1) Objek pinjam pekai meliputi barang milik daerah
berupa tanuh dan/fatau bangunan dan selain tanah
danj/atau bangunan yang berada pada Dengelola
Barang/ Pengguna Barang.

(2] Obiek pinjam pakai barang milik daerah herups tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada avat
{1), dapat dilakukan wuntuk sebagian atau
keseluruhannya.

Paragraf Keempat
Jangka Wektu Pinjam Pakai

Pasal 103

(1) Jangka walktl pinjam pakai barang milik daerah paling
lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu)
kali.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilakukan dengan pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1],




Ea .

{(3) Apahila jangka waktu pinjam pakai ekan diperpanjang,
prermohonan perpanjangan jangka wakiu pinjamn pakai
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna
Bareng paling lambat 2 (dua} bulan sebelum jangka
walktu pinjam pakai berakhir.

(4) Dalam hal permchonan perpanjangan jangka waktu
pinjam pakei disampailmn kepada Pengelola Barang/
Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], proses pinjam pakai dilakukan
dengan mengikut tata cara permohonan pirnjam pakai
baru.

Paragraf Kelima
Perubahan Bentulk Rarang Milik Daerah

Pasal 104

(1) Selama jangka waktu pinjam pealai, pcminjam pakai
dapat mengubah bentuk barang milik daerah,
sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi
dan/atau penurunan nilai barang milik daerah,

(2) Perubahan bentuk berang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (1)
a. tanpa discrtai dengan perubahan bentuk dan/atau
konstriksi dasar barang mikik daerah; atau
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/ataun
konstruksi dasar barang milik daerah,

(3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
mengajukan permohonan pecrubahan benmak vcleh
peminjam pakai kepada:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang, dan

L. Pengelola Barang, untuk barang milik daesrah yang
berada pada Pengguna Berang,

(4} Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah
mendapat persetujuan Bupati.

Paragraf Keenam
Perjanjian Pinjam Pakai

Pasal 105

(1} Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam perjanjian
setta ditandatangani oleh:
a. Perninjam Pakai dan Bupati, untuk barang milik
daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
b. Peminjam Pakai dan Pengelola Barang, untuk
bareng milik daerah vang berada pada Pengguna
Barang.




{2) Perjanjinn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. dasar perjanjian;

c. identitas para pihak yang lerkaii delam perjanjian;

d. jenia, Iluas atau jumlah  harang yang
dipinjamkandan jangka waktu;

®

tanggung jawab peminjam atas biaya operasional
dan pemeliharaan selama  jangka waktu
pcminjaman;
f hak dan kewajiban para pihak; dan
g persyaratan lain yang dienggap periu.
(3} Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada
Pengguna Barang.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan
Pinjarn Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelcla Barang
dan Pada Pengguna Barang diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketujuh
Ketjasama Penyediaan (KS3P)

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum
Fasal 107

KSP barang milik daerah dengan pihak lain diluksansakan

dalam ranghka:

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang
milik daerah; dan/atau

b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Pasal 108

(1] KSP atas berang milik deerah dilaksanakan apabila
tidak terasedia atau tidak cukup tersedia dana delam
APBD untuk memenuhi biaya  operasional,
pemeliharaan dan/atau perbaikan yang diperlukan
terhacdlap barang milik daerah yang dikerjasamakan.

(2) Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk
barang milik daerah yang bersifat khusus dapat
dilakukan penunjukan langsung.

{3) Barang milik dasrah yang bersifat khusus sebagaimana
dirnaksud pada ayat (2) memilild karakteristik:

a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;




Lo

(4}

(5)

(6)

(1}

(2

(3)

(4}

(S}

b. barang vang memilili tingkat kompleksitas khusus
seperti bandara udara, pelabuhan laut, kilang,
instalasi listrik dan bendungan/ waduk;

¢. barang yang dikerjasamakan dalam mvestasi yang

peranjian hubungen bilateral antar
negara; atau

d. barang lain yang ditetapkan Bupati.

Penunjukan langsung mitra K3SP atas barang milik
daerah yang bersifat kbusus sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) dilaicukan oleh Pengeloia Barang atau
Pengguna Barang terthadap Badan Usaha Milik
Negara/Dgerah vang memiliki bidang dan/atau wilayah
kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap
tahun selama jangka waktu pengoperasian yvang telah
ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil
KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

Perhitungen besaran kontribusi pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan
bagian Pemerintah Daerah, haras memperhatikan
perbandingan nilai barang milik daerah yang dijadikan
objek KSP dan manfaat lain yvang diterma Pemerintah
Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP.

Pasal 109

Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP
dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik
dacrah yang menjadi objek KSP.

Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan Pengelola Barang
atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan
mitra K3P dibebankan pada APBD.

Biaya persiapan KSP vanyg terjadi setelah ditetapkannya
mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban
mitra KSP.

Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman
mitra K3P, dibebankan pada mitra KSP dan tdak
dipcrhitunghkan dalam pembagian keuntungan.

Pengawasen atas pelaksanaan KSP oleh mita KSP
dilakultan oleh:

a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada
Pengelola Barang; dan

b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada
Pengguna Barang.




Paragraf Kedua
Pihak Pelaksana KSP

Fasal 110

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah:

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupat, untuk
barang milik daergh yang berada pada Pengelola
Barang; atau

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola
Barang, untuk barang milik daerash yang berada
pada Pengguna Barang.

(2} Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf b setelah mendapat pertimbangan
dari Bupati.

(3) Pihak yang dapat menjudi mita KSP barang milik
daerah meliputi:

a. Badan Usaha Milik Negara;

b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

¢. Swasta, kecuali perorangan.

Paragraf Ketiga
Objek KSP

Pasal 111

(1] Objek KSF meliputi barang milik daerah berupa:
a. tanah dan/atau bangunan; dan
b, selain tanah dan/stau bangunan, yang berada

pada Pengelola Barang /Pengguna Barang.

(2] Olyek KSF barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf
a, dapat dilakukan untuk sebagian  atau
keseluruhannya.

Paragraf Keempat
Hasil KSP

Pasal 112

(1) Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangunar, serte
sarana dan fagilitas vang diadakan aleh mitra KSP.

{2) Sarana dan fagilitas hasil KSP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, antara lain:
a. peralaten dan mesin;
b. jalan, irigasi dan jaringan;
. aset tetap lainnya; Jan
d. aset lainnya.

(3) Hasil KSP sebagaimana dimeksud pada ayat (1} menjadi
bagian dari pelaksanaan KSF.




{4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

milik daerah ae]ak diserahkan kepada

Pemerintah Daerah sesudi perjanjian atau pada saat
berakhirnya perjanjian.

Pasal 113

{1} Hasii K3P barang milik daerah dalam rangka
penvediaan infrastruktur terdiri atas:
g£. penerimaan daerah yang hamis disetorkan selarna
jangka wakiu KSP barang milik daerah; dan
b. infragtruktur beserta fasilitasnya hasil KSP barang
milik dasrah.
{2) Penerimasn daerah sebagaimena dimaksud pada ayat
{1) huruf a terdini atas:
a. komtribusi tetap; dan
b, pembagian keuntungan,

FPascl 114

(1} Dalam peleksanaan KSP, mitra KSF dapat melakukan
perubahan dan/atau penambahan hasil KSP.

(2) Perubahan danjatau penambahan  hasil KSP
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara addendumn perjanjian.

(3) Addendum perjanjien K3P scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditujukan untuk menghitung kembali besaran
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

(4] Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
scbagaimana dimaksud pada avat {3) ditetapkan oleh
Tim berdasarkan hasil perhitungan.

{5) Tim sebagaimans dimeksud pada ayat (4 ditetapkan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah

dan fatau bengunan; atau
b. Pengelola Barang, nntuk barang milik daerah
selain tanah dan/atau bangunan.

{6) Perubahan dan/atau penambahan hasil KSP dilaloukan
setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima
Jangka Waktu KSF
Pasal 115
(1) Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun

sejak  perjanjian ditandatangani dan  dapat
diperpanjang.




(2)

(1}

(2)

(1)

(2)

(3)

Dalam hal KSP atas barang milik daerah dilakukan
untuk penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP
paling lama 50 (lima puluh} tahun sgak perjanjian K3P
ditandatangani dan dapat diperpanjang,.

Pasal 116

Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP

dengan cara mengajukan permohonen persetujuan

perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 {dua)
tahun sebelum jangka waktu berakhir.

Perpenjangan jangka waktu dilaksanakan dengan

pertambangan:

a, scpanjang Udak mengganggu pelaksanasn tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintehan daerahb;
dan

b. selama pelaksanaan K3P terdahulu, mitra KSP
mematuhi peraturan dan perjanjian KSp,

Faragraf Keenam
Perjanjian KSP

Pasal 117

Felaksanaan KSP dituiangkan dalam perjanjian KS3P

antara Bupati atau Pengelola Rarang dengan mitra KSP

gsetelah diterbitkan keputusan pelaksanaan KSP oleh

Bupati.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada avat (1)

ditandatangani cleh mitra KSF dan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang, atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah vang
berada padsa Pengguna Barang.

Perjanjian sebagaimana dimeksud pada ayat (1) peling

gsedikit memuat:

a. dasar perjanjian;

b, identitas para pilak yang terikat dalam perjanjian;

c. cbjek ESF;

d. hasil K3P berupa barang, jika ada;

e. peruntukan KSP;

f. jangka waktu KSP;

g besaran konfribusi tetap dan  pembagian
keuntungan serta mekanisme pembayarannya;

h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam
perjanjian;

i. kctoentuan mengenai berakhirnya KSP,

j. sanksi; dan

1::. penyelesaian perselisihan.
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(S

{6

(1]

(2]

(31

(4}

(3

(6}

(1)

{2)

Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.
Penendatanganan perjanjian K3P dilakukan getelah
mitra KSP menyampaikan bukti setor pembayaran
kontribusi tetap pertama kepada Pengelola Barang/
Pengguna Barang.

Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama
scbagaimana dimaksud pada ayat (3] merupakan salah

satu dokumen pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari perjanjian KSP.

Paragraf Ketujuh
Kontribugi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Pasal 118

Mitra KSP wajib menyctorlean:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan KSP,

Penyetoran eehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakuken setiap tahun selama jangka waktu KSF.

Kontribuai tetap sebagaimana dimaksud pada avat {1}
huruf a dan pembagian keuntungan KSP sebhagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
penerimaan daerah,

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil KSP sebagaimana dimakaud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Dalamn KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atan
bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannys dapat berupa bangunan beserta
faailitasnya yeang dibangun dealam satu kcsatuan

PErerCATIAanN].

Sebagian kontribusi tatap dan pembagian
kEeuntungannya yang berupa banpgunan beserta
fagilitasnya sebagaimana dimaksud ayat (5] bukan
merpakan objek KSP.

Pasal 119

Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya scbagal
bagian dari kontribusi tetap dan kontribusi pembagian
keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118
ayat (9 paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total
penerimaan kontribusi tetap  dan pembagian
keuntungan selama masa KSP.

Bangunan yang dibangun dengan biaya scbagian
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari awal
pengadaannyn merupakan barang milik daerah.




{3} Besaran kontribusi tetap dan perscntase pembagian
keuntungan KSP barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunen dan secbagian tanah dan/atan
bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim vang
dibentuk olch Bupati, berdasarkan dan/atan
mempertimbangkan hasil penilaian.

(4] Besaran Lkontribusi tetap dan peresentase pembagian
keuntungan KSP barang milik daerah berupa selain
tenah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil
perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang,
berdasarkan dan/atau mempertimbuangkan  hasil

Pusal 120

Ketentuan l!ebih lanjut mengenai Tata Cara Perhitungan
Begaran perseniase kontribusi tetap pelaksapaan KSP
diatur dengan Peraturan Bupat.

Paragraf Kedelapan
Berakhirnya KSP

Pasal 121

(1) K8P herakhir dalam hal;

a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana
tertuang dalam perjanjian;

b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh
Bupati atau Pengelola Barang;

¢c. berakhirnya perjanjian KSP, dan

d. ketentwan lain sesual peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengskhiran KSP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, dapat dilakukan dalam hal mitra KSP:

a, tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tigae)
tahun berturat-turat;

b. tidak membayar pembagian keuntungan selarna 3
(tga) tahun berturut-turut scsuai perjanjian KSP;
atau

c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b =ebagaimana
tertuang dalam perjanjlan KS#.

(3) Pengakhiran KSF sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
dilalknukan oleh:

a. Bupati, vntuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang; atau

b. Pengelola Barang, uniuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.

(4] Pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dilalukan secara tertulis.




Pasal 122

{1} Paling lambat 2 {dua) tahun sebelum jangka walktu XSP
berakhir, mitra harus melaporkan akan mengakhin
K3P.

(2] Berdasarkan laporan sebagairmmana dimaksud pada ayat
{1}, Bupat satau Pengelola Barang menunta auditor
independen/ aparat pengawasan interm pemerintah
untuk melakukan audit atas pelaksanaan KSP.

{3) Auditor independen/ aparat pengawaszan intern
pemerintah sebagaimane dimaksud pada avat (2)
menyampaikan hasil audit kepada Bupati, Pengelola
Barang danfatau Pengguna Barang.

(4) Bupati, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang
menyampaikan hasil audit sebagaimane dimaksud
pada ayat (3) kepade mitra KSP.

(5) Mitra KSP menindaklanjuti hasil audit scbagaimana
dimaksud pada ayat (4} dan melaporkannya kepada
Bupati, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

Pasal 123

(1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada
aaat berakhirnya jangka walktu K3P,

(2} Serah terima sebuganimana dimaksud pada ayat (1)
ditnangkan dalam Berita Acara Serah Terima {BAST).

(3) Dalam hal Mitra KSP bclum selesai menindaklanjut
hasil audit setelah diakukannya serah terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra KSP tetap
berkewajiban menindakianjuti hasil audit

{4) Pengguna Barang/ Pengelola Barang melaporkan
pengukhiran KSF dan penyerahan ohjek KSP
sebagaimana dimaksud pade ayat (1} kepada DBupat
paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyerahan.

Pasal 124

(1) Pengakhiran perjanjian KSP secera sepihak oleh Bupati
atau Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121 ayut {1} huruf b, dilaksanakan dengan
menerhitkan teguran tertulis pertama kepadn mitra
KSP.

(2) Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 30 {tiga puluh} hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis pertamsa, Bupati alau Pengeiola Barang
menerbitikan teguran tertulia kedua




(3] Apabila mitra KSP tidak mclakasanakan teguran kedua
sebagaimens dimaksud pada avat (2) dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh} hari kalender sejak diterbitkan
teguran teriulis kedua, Bupati atau Pengelola Barang
menerhitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan
teguran terakhir

(4 Apabila mitre KSP tidak melakeanakan teguran ketiga
scbagaimana dimaksud pada avat (3) dalam jangka
wakma 30 (tiga puluh) han kalender sejak diterbitican
teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengesloia Barang
menerbitkan surat pengakhiran KSP.

(5} Mitra K3SP harus menyerahkan objek KSP kepada
Bupati atau Pengelola Barang dalam jangka waldu
paling Iama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat
pengakhiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan
KSP Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola
Barang dan pads Pengguna Barang distur dengan
Peraturan Bupati,

Paragraf Kesembilan
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada

Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang
Pasal 126

{1} Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP atas
barang milikk dacrah yang berada pada Pengelola
Rarang digjukan aleh mitra KSP kepada Bupati paling
lambat 2 (dus] tahun sebelum berakhonya jangka
waltu KSP.

(2} Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

a. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kendisi objek KSP, dan

. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dalam 5 {lima)] tahun terakhir.

(3} Bupati meneliti permohonan sebagaimana dimalkeud
pada ayat (1}, serta mengevaluasi kelayakan
perpanjangan  pelaksangan KSP  yang  telah
berlangsung.

(4} Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimpksud pada ayvat {3), Bupati menyetujui usulan
perpanjangan jangka waktu KSP, maka Bupati:

a. membentuk Tim KSF; dan

b. menugaskan penilai untuk melakukan
penghitungan nilai barang milik daerah yanpg akan
dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan KSP.




(3)

(N

{2

{3)

(4)

5

(6)

(7)

Tuges Tim KSF sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a antary lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP;

b. menghitung besarann kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungsn KSP
berdasarkan dan/atau dengan mempertimbangkan
hasil Penilaian; dan

c. melaksanakan kegiatan lain vang ditugaskan oleh
Bupati,

Pasal 127

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan
jangka waktu pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 126 ayat (3), Bupat melalui Pengelola
Barang dapat menugaskan penilai atau pihak vang
berkompeten untuk melakukan analisis kelayakan
perpanjangan pelaksanaan KSP.

Penilai atau pihak yang berkompeten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyampailkon laporan analisis
kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil
pelaksanasn tugas kepada Bupati melalui Pengelola
Barang.

Tim KSF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat
{5 menyarnpaikan laporan hasil peclaksanaan tugas
kepada Bupati melelui Pengelola Barang.

Apahila laporan hasil pelaksanaan tugas Tim KSP
sebegaimana dimaksud pada ayat (3] menunjukkan
bahwa permchonan perpanjangan jangka waktu KSP
tidak dapat disetujui, Bupati menerhitkan surat
penclakan perpanjangan jongka waktu KSP yang
ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan.
Apabila laporan hasil pelaksanaan tuges Tim KSP
sehagaimana dimaksud pada ayat (3] menunjukkan
bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP
dapal disctujui, Bupati menerbitkan surat persetujuan
perpanjangan jangka waliu KSP yang ditujukan kepada
mitra KSP.

Berdasarkan surat persshijuan perpanjangan jangks
waktu K3P scbagaimana dimaksud pada ayat (5}, Tim
KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka waktu
K3P sekaligny menyiapkan hel-hal teknis vang
diperlukan,

Perpanjengan jangka waktu KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berlaku pada saat

penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati dengan
mitra KS# dilakukan.




Paszl 125

{1} Permchonan perpanjangan jangka waktu KSP atas
barang milik daerah vang berada pada Pengguna
Barang disjukan oleh mitra KSP kepada Pengguna
Barang.

i2) Permohonan scbagaimana dimaksud ayat (1)
dilampirkan:

g. proposal perpanjangan KSP;

b. data dan kondisi objek KSP; dan

¢. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 129

{1} Pengguna Barang melakukan penelitian administrasi
atas permohonan perpanjangan jeangka waktu KSP yang
disampaikan oleh mitra KSP sebsgaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (1).

{2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud paxla ayat (1) Pengguna Barang mengajukan
permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu
K3P kepada Pengelola Barang,

{3) Permohonan perpanjangan jangka waktu K8P
scbagaimena dimaksud pads ayat (2}, dilampirkan:

a. proposal perpanjangan KSP,

b. data dan kondisi objek KSP; dan

¢. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dalam 5 {ima) tahnn terakhir.

(4 Apabila bherdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menyetujui
usulan perpanjangan jangka waktu KSP, maka
Pengelola Barang:

a. membentuk Tim KSF, dan
b. menugaskan Penilai.

Pasal 130

(1) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat

(4} huruf a bertugas antara lain:

a. menyiapkan perjanjian perpanjangen KSP,

b. menghltung besaranr kontribusi tetap dan
persentase pembagian keuntungan K3P
berdasarkan dan/atau dengan mempertimbanglkan
hagil penilaiarn;

c. melaksanakan Kegiatan lain yang ditugaskan oleh
Pengelola Barang.




(2]

(3]

(4

(5)

(1)

(2}

(1)

Tim KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Pengelola Barang.

Apabila hasil pelaksanaan tugss Tim K3SP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa
permohonan perpanjangan jangka wakiu KSP tidak
dapat disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat
penolakan  perpanjangan jangka waktu KSP yang
ditujukan kepads mitra KSP disertai dengan alasan.
Apabila hesil pelaksanaan tugas Tim KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mcnunjukkan bahwa
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat
disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang
ditujukan leepada mitra K3P.

Berdasarkan persetujuan perpanjangan jengka waktu
KSP sebagaimana dimaksud pada ayat {4, Tim KSP
menyusun perjanjian perpanjangan jangks walktu KSP
sekaligus menyiepkan hal-hal teknis yang diperlukan.

Pasal 131

Penilai sebagaimana dimeksud dalam Pasal 129 ayat (4)
huruf b bertugas melakukan penghitungan nilai barang
milik daerah yang akan dijadilkan objek KSP, besaran
kentribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan
KSP.

Penilai scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampailtan laporan penilaian yang merupakan hasil
pelaksanaan tugas kepada Pengelola Barang.

Pasal 132

Delam rangks menentukan kelayakan perpanjangan
jangka waktu pelaksanaan KSP atas perpmohonan
perpanjangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 128,
Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak
yang berkempeten untuk melakukan analisis kelayakan
perpanjangan pelaksanaan KSP.

(2) Perpanjangen jengka waktu KSF berlaku pada saar

(1}

penandatangsnan perjanjian KSP antara Pengelols
Barang dengan mitra KSP dilakukan.

Pasal 133

Dalam hal Bupal atsu Pengelola Barang tidak
menyetujui permohonan perpenjangan jangla walktu
KS5P, objek KSP beserta sarana berikut fasilitasnya
diserahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada
saat berakhirnya jangka waktu KSF scbagaimana diatur
dalam perjanjian KSP.




(2}

(1)

(2)

(3}

(4)

{5)

{1)

Penyershan objek KSP beserta sarana dan

prasarananys schagaimana dimeksud pada ayat (1),

dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima {BAST)

antare mitra KSP dengan:

a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada
pada Pengelola Barang: atau

b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang,

Bagian Kedelapan
BGS dan BSG

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 134

BGS/ BSG barang milik daerah dilaksanaskan dengan

pertimbangan:

a. Pengguna Barang memeriukan bangunan dan
fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah
untuk kepentingan peclayanan umum dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi: dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas
terschut.

Bangunan dan [mailitasniya yang menjadi bagian dari
hasil pelaksanaan BGS/ BSG harus dilengkapi dengan
1zin Mendirikan Bangunan {(IMB) atas hama Pemerintah
Daerah,

Biaya persiapan BGS/ BSG vang dikeluarkan Pengelola
Barang atau Pengguna Barang sampai dengan
penurjukan mitra BG3/ B3G dibebankan pada APBD.
Binys persiapan BGS/ BSG yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra BGS/ BSG dan biaya pelaksanaan
BGS/ BSG menjadi beban mitra vang bersangkutan.
Penerimaan hasil pelaksanaan BGS/ BSG merupakan
penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya
ke rekening Kas Umum Daerah.

BGS/ BSG barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilaksanaken oleh Pengelola Bareng
setelah mendapat persetiyjuan Bupati,

Pasal 135

Penetapan status penggunsan barang milik daerah
sebagai hasil dari pelaksanaan BGS/ BSG dilaksanakan

oleh Bupati, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungai OPD terkait.




(2]

(1}

(2]

(1)

{2)

{3]

(1]

Hasil pelaksanaan BGS/ BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) adalah bangunan beserta fasilitas vang
telah diserahkan oleh mitra getelah berakhirnya jangka
waktu yang diperjanjiken untuk BGS atau setelah
selesainya pembangunan untuk BSG.

Pasal 136

Mitra BGS atan mitra BSG yang telah ditetapkan,

selame jangka wakiu pengoperasian.

a.  wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum
Daerah setizp tahun sesuai besatan yang telah
ditetapkan,

b. wajib memelihara ohjek BGSf BS(; dan

¢. dilarang menjaminkan, menggadaikanatau
memindahtangankan:

I. tanah yang menjadi cbjek BGS/ B3G,

2. hasil BOS yang digunalan langsung untuk
penyelenggarasn tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah; dan/fatan

3. hasil BSG.

Mitra BGS barang milik daerah harus menyerahkan
objek BGS kepada Bupati pada akhir jengka wektu
pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat
pengawasan intern pemenntah.

Parggraf Kedus
Pihak Pelaksana

Pasal 137

Pihak yang dapat melakukan BGS3/ B3G adalah
Pengelola Barang.

Pihal: yang dapat menjadi mitra BGS/ BSG meliputi:
a. Badan [Jsaha Milik Negara;
b. Badan Usahe Milik Daerah;

c. Swasta kecuali perorangan; dan fatau
d. Badan Hukum lainnya.

Dalam hal mitra BGS/ BSG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) membentuk konsorsium, mitra BGS/ B3G
harus membentuk badan hukum Indonesis sebagai
pihak yang bertindsk untuk dan atas nama mitra BGS/
BSG dalam perjanjian BGS/ BSG.

Faragraf Ketiga
Objck DGS/BSG
Pasal 138
Objek BGE /BSG meliputi:

a. barang milik daerah berupa tanah yang berada pada
Pengelola Barang; atau




b. barmang milik daerah berupa tanah vang berada pada
Penggune Barang,

(2) Dalam hal! barang milik daerah berupa tanah yang
gtatits penggunaannya berads pada Pengguna Barang
sebagaimena dimaksad pada ayat (1} huruf b telah
direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang vang bersangkutan, BGS/ BSG dapat
dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepaca
Bupmti.

(3) BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakeanakan oleh  Pengelola Banmg dengan
mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan
fungsinya.

(4) Keikutsertaan Pengguna Barang dalam pelaksansaan
BGS/ BSG, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan,
pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan
hasil BGS/ BSG.

Paragraf Keempat
Hagil BGS/ BSG

Pasal 139

(1} Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang
diadaken oleh mitra BG3/ BSG merupakan hasil BGS/
BSG.

(2] Sarana dan fasilitas hasil BGS/ BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, antara lain:
&. peralatan dan mesin;

b. jalan, irigasi dan jaringan;
¢, aset tetap lainnya; dan
d. aaset laginnysa.

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah
scjak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai
perjanjian atau pada seat berakhirnya perjanjian,

Passl 140

{1} Dalam pelaksangan BGS/ BSG, mitra BGS;/ BSG dapat
melakukan perubahan danfatau penambahan hasil
BGS/ BSG, '

(2} Perubahan dan/ateu penambshan hasil BGS/ BSG
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dilakukan
sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Daerah dan/atau untuk program-program
nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.




(3| Perubahan danfatau penambahan hasil BGS/ BSG
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuksn dengan
cara addendum perjanjian BGS/ BSG.

(4] Addendum  perjanjian BGS/BSG sebagaimana
dimaksud pada ayat (3):

a. tidak melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) tshun; dan

b. menghitung kembali besaran kontribusi yang
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim
yang dibentuk oleh Bupati.

(S} Perubahan dan/atau penambahan hasil BGS; BSG
sehagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2
dilakukan setelah memperoleh persetujuan Bupati.

Paragraf Kelima
Bentuk BGS/ BSG

Pasal 141
BGS;/ B3G barang milik daerah dilaksanakan dengan
bentulk;
a. BGS/ BSG barang milik daerah atas tanah yang berada
pada Barang; dan
b. BGS;/ B3GQ barang milik daerah atas tanah yang berada
pada Penggina Rarang.

Paragraf Keenam
Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/ BSG
Pasal 142

(1} Pemilihan mitta BGS/ BSC dilakukan melalui Tender.

{2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difakukean
dengan mekanisme sebagaimana dimakeud delam Pasal
63 sampai dengan Pasal 79.

Fasal 143
Hasil pemilihan mitra BGS/ BSG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 142 ditetapkan oleh Bupati.
Paragraf Ketijuh
Jangka Waktu BGS/ BSG
Pasal 144

{1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puiuh)
tabun sejak perjanjian ditandatangani.




(2] Jangka waktu BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} hanya berlaku untuk 1 (satu} kali perjanjian
dan tidak dapal dilakukan perpanjangan.

Paragraf Kedelapan
Perjanjian BGS / BSG

Pasal 145

{1) Pelaksanaan BGS/ BSG dituangkan dalam perjanjian.

(2) Perjanjian BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani antarse Bupati dengan mitra BGS/
B3G.

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
sekurang-kurangnya memuat:

dasar perjanjian;

identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;

objek BGS/ BSG;

hasil BGS/ BSG;

peruntukan BGS/ BSG;

jangica wakin BGS/ BSG;

besaran kontribusi tahunan seria mekaniame

pembayarannya;

besaran hasil BGS/ B3G yang digunakan langsung

uniuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/

Pengguna Barang;

hak dan kewgjiban para pihak yvang terikat dalam

perjanjian;

J.  ketentuan mengenai berakhirnya BGS/ BSG;

k. sanksi;

1. penyelesaian perseliaihan; dan

m. persyaratan lain yang dianggap perhu.

{4) Perjanjian BQS/ BSQG scbagaimana dimaksud pada ayat
{3) dituangkan dalam bentuk Akta Notaris.

(5} Penandatanganan perjanjian BGS/ BSG dilakukan
setelah mitra BGS/ BS5G menyampaikan bukti setor
pembayaran kontribusi lshunan pertama kepada
Pemerintah Daerah,

(6} Bukti setor pembayaran hkontribusi tahunan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah

satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian
tidai terpisahkan dari perjanjian BGS /BSG.

rommeQnop

Yk
'

Pasal 146

(1) Mitra wajib membayar kontribusi tahunan melalui
penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah sebagai
penerimaan daerah dari pelaksanaan BGS/BSG.

(2} Besaran kontribugi tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dihitumg oleh Tim yang dibentuk oleh
Bupati_




{1]

(2)

(3

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

N

(<)

Pasal 147

Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian
<dari besaran persentase kontribuai tahunan dengan
nilai wajar barang milik dacrah yang akac dilakuikan
BGS/ BSG.

Besaran persentase kontribusi tahunan sebageimana
dimaksud pada ayat {1} ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan perhitungan Peniigi.

Nilai wajar barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penilaian
oleh Penilai Pemcrintah atau Penilai Publik yang
ditetapkan oleh Bupati.

Dalam hal nilai barang milikc daerah berbeda dengan
nilai wajar haasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat {3), BGS/ BSG barang milik daerah menggunakan
nilai wajar hasil penilaian sebagaimana dimalksud pada
ayat (3).

Pasal 148

Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/ B3G
dapat meningkat setiap tahun dari yang telah
ditetapkan sebageimana dimeksud dalam Pasal 147ayat
(2}.

Peningkatan sebagaimana dimaksud peda ayat (1)
dihitung berndasarkan kontribusi tahunan tehun
pertama dengan memperhatikan tinghat inflasi,

Besaran kontribusl tahunan ditetapkan delem
persetujuan pelaksanaen BGS/ BSG dan dituangkan
dalam perjanjian.

Dalam hal usulan besaran kontribusi tahunan vang
diajukan oleh calon mitra BGS/ BSG lebih besar dari
hasil perhitungan yang dilukukan oleh Penilai
Pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang
ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan BQS/ B3G
dan yang dituangkan dalam perjanjian adalah sebesar
usulan besaran kontibusi tahunan dari calon mitra
RGOS/ BSG.

Pasal 149

Pembayaran koniribusi tahunan pertama ke rekening
Kas Umum Daerah oleh mitra BGS/ BS5G harus
dilakukan paling lambat 2 {dua) hari kerja sebelum
penandatanganan perjanjian BGS/ BSC.

Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke
rekening Kas Umnm Daerah harus dilakukan sesuai
dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian,




{3

(4

(1)

{2)

(3)

(4)

(1}

(2)

Pembayaran kontribusi tahunan pada akhir tahun
perjanjinn dibayarkan peling lambal 6 (enam} bulan
sebelum perjanjian berakhir.

Pembayaran kontribusi tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan
bukti setor.

Pasal 150

Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/ BSG, paling
sedilit 10% (sepuluh persen) dari hasif BGS;/ BSG
harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
Besaran hasil BGS/ B3G yang digunaken langsung
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan cleh
Bupati berdasarkan hasil perhitungan yang dilakuken
rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Penyerahan bagian hasit BGS/ BS5G yang digunaian
langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dilakukan sesuai dengan wakiu yang ditentukan dalam
perjanjien BCS/ BSG.

Penciapan penggunean barang milik daerah hasil BGS/
BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan olsh Bupati.

Paragraf Kesepuluh
Berakhirnya Jangks Wakiu BGS/ BSG

Pasal 151

BGS/BSG berakhir dalam hai:

a. berskhimya jangka waktu BGS/ B3G scbagaimana
tertuang dalam perjanjian BGS/ BSG;

b. pengakhiran perjantian BGS/ BSG secara sepihak
oleh Bupati;

¢.  berakhimya perjanjian BGS/ BSG;

d. ketentuan lain sesuai perasturan perundang-
undangan,

Pengakhiran BGS/ BSG secara sepihak oleh Bupati

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b, dapat

dilakukan dalam hal mitra BGS/ BSG tidak memenuhi

kewajiban scbagaimana terluang dalam perjanjian dan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ind, antara lain:

a. mitra BGS/ B3G terlambat membayar kontribusi
tahunan sebanyak 3 {tiga) keli berturut-turut;

b. mitra BGS/ B3G tidak membayar kontribusi
tehunan sebanyek 3 (tiga)} kali berturut-turut; atau

¢. mitra BGS/BSG belum memulai pembangunan
dan/atan tidak menyelesaikan pembangunan
sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan
Jorce majeure.




(3)

(i}

2

(3)

(H

(S

(6

(7]

Fengakhiran BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pads
ayvat (2] depat dilakukan oleh Bupati secara tertulis.

Pasal 152

Pengalhiran perjanjian BGS/ BSG secara sepihak oleh
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat {1)
huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:

a. Bupati menerbitkan teguran tertulis pertama
kepada mitta BGS, BSG;

b. dalam hal mitra BGS/ BSG tidak melsksanskan
teguran dalam jangks waktu 30 (Hga puluh) hari
kalender sejak diterbitken teguran tertulis pertama,
Bupati menerbitkan teguran vertulis kedua;

c. dalam hel mitra BGS/ B3C tidak meleksanekan
teguran kedua dalam jangka waktu 30 {tige puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
kedua, Bupati menetbitkan teguran tertulis ketiga
yang merupakan teguran terakhin, dan

d. dalam hsl mitra BGS/ BSG tidalt melaksanslan
teguran ketiga dalam jangka waktu 30 (tga puluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis
ketiga, Bupad menerhitkan surat pengakhiran BGS/
BSG.

Sectelah mencrima surat pengakhiran BGS/ DBSG
sebegaimana dimaksud parda ayat (1) dalam jangka
waktu paling lama 30 {tiga puluh} hari, mitra BGS/
B3G wajib menyerahkan objek BGS/ BSG kepada
Bupati.

Bupati meminta aparat pengawasan intern pemerintah
untuk melokukan audit atas objek BGS/ BSG yang
diserahkan oleh mitra BGS/ BS3QG.

Audit sehagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujulean

untuk memeriksa:

a. kesesuaian jumlah dan kondisi ohjek BGS/ BSG
entara yang akan diserahkan dengan perjanjian
BCS/ BSG;

b. kesesunian bangunan dan fasilitas hasil BGS/ BSG
antara yang akan diserahkan dengan Perjanjian
BGS/ BSG; dan

¢. laporan pelaksanaan BGS/ BSG.

Apurat pengawasan intern pernerintah melaporkan hasil

audit kepada Bupati dengan tembusan kepada mitra

BGS/ BSQG.

Mitra BG5S/ BSG menindaklanjuti seluruh hasil audit

yang disampaikan oleh aparat pengawasan intern

pemerintah dan melaporkannya kepada Bupati.

Serah terima objek BGS/ B3SG dilakukan paling lamhat

pada saai berakhimysa jangka wakitu BGS; BSG dan

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima {(BAST).




(8] Mitra tetap berkewajiban menindaklanjut hasil audit
dalam hal terdapat hasil auwdit vang belum selesai
ditindakianjuti oleh mitra setelah dilakulannye serah
terima sebagaimana dimeksud pada ayat (7).

(9] Pengakhiran sepihak BG5S/ B3G tidak menghilangkan
kewajiban mitra BGS/ BS3G untuk  memenuhl
Lkewgjibannya sebsgaimana tertuang dalam petjanjian
BGS/ BSG.

Pasal 153

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan
BG3/ BSG Atas Barang Millkk Dacrah Berupa Tanah vang
berasta pada Pengelola Barang dan pada Pengguna Barang
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
KSP1

Faragraf Kesatu
Prinaip Umum

Pasal 154

KSPI atas barang mililk daerah dilakukan dengan

pertimbangan;

a. dalem rangke kepentingan umum dan/atau penyediaan
infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi
pemerintahan;

b. tidak tersedia atau tdak cukup tersedia dana dalam
APBD untuk penyedisan infrastruktur; dan

c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
InfrastrukTur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 155

(1} Kewajiban Mitra KSPM selame jangka waktu KSH

adalah: ,

4. dilamang menjaminkan, menggatdsikan  atau
menindahtangankan barang milik daerah yang
menjadi objek KSPI;

b. wajib memelihara ohjek X3P dan barang hasil KSFPI;
dan

c. dapat dibebankan pembagien kelehihan keuntungan
sepanjang terdapat kelebhan keuntungan yang
diperoleh dari yang ditemtukan pada ssat perjanjian
dimulsi felawbark).

(2) Mitra KSFI harus menyerabkan objek KSPl dan barang
hasli KSFI kepada Pemerintah Deerah pads saat
beralchirnya jangka waktu KSPI sesuei perjanjian.




{3) Barang hasl KSPf sebagaimena dimaksud pada ayat
{2} menjadi barang milik daecrah sejak diserabkan
kepada Pemerintah Drersh sesuai perjanjian.

{4) Penetapan mitrg KSPl dilaksanakan sesusi ketentuan
pereturan perundang-undangan.

Pasal 156

Jenis Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas
program penyedipan infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 154 huruf ¢ sesual dengan keteniuan
perundang-undangan.

Faragraf Kedus
Pthak Pelaksana KSI Atas Parang Milik Dacrah

Pasal 157

(1) Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah:
a. Pchngelola Berang, untuk hamng mililkk daerah yang
berada pada Pengelola Barang; atau
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang
berada pada Pengguna Barang.
(2} KSFl atas barang milik deereh dilakukan antara
Pemerintah Daerah dan badan usaha.

{3) Badan usaha sebageimana dimaksud pada ayat (2)
adalah badan usaha yang berbentuk:
Perascroan Terbatas;

Badan Usaha Milik Negara;
Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

Koperasi.

poop

Paragraf Ketiga
PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah

Pasal 158

(1} PJPK KSFI atas barang milik daerah adalah pihak yang
ditinjuk dan/atan ditetapkan sebagai PJPK dalam
rangka pelaksanaan kerja sama Pemerinteh Daersh
dengan badan usaha.

(2} Pihak vang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai PJPK

schagnimana dimaksud peda ayat (1) mempedomani
ketentuan perturan perundeang-undangen.




Paragraf Keempat
Ohjek K3P]

Pasal 159

(1) Objek KSPI meliputi:
a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola
Barang; atau
b. barang milik daerah yang berads pada Pengguna
Rarang.
(2] Objek KSH atas barang milik daerah melipui:
a. tanah dan/atau bangunan;
b. sebagian tsnah dan/atau bangunan yang masih
digunakan; atau
¢. selain tanah dan/atau banguman.

Paragref Kelima
Jangka Wakiu KSF]

Pasal 160

{1] Jangka waktu KSPl ataz barang milik daemmh peling
lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(2] Jangka waktu KBP! atas barang milik daerah
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupat.

(3] Jangka. waktu KSPI atas barang milikk daerah dan
Perpanjangan aebagmmana dimaksud pada ayat {2)
dituangkan dalam perjanjian KSPI atas barang milil
daerah.

Pagal 161

{1} Perpanjangan jangka waktu KSPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimeksud dalam Pasal 255 ayat {3)
hanya dapat dilakukan apahila tetjadi govermment force
majeure, seperti dampak kebfjakan pemerintah yang
disebabkan cleh terjadinya krisis ekonormi, politik, sosial
dan keamanan.

(2) Perpanjangan jangka waktu ESPI atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan
permohonannya paling lama 6 {enam) bulan setelah
government force majevre terjadi.

Keenam
Hasil KSFI Atas Barang Milik Dacrah
Fasal 162

{1) Hasil dari KSPI atas barang milik rfdaerah terdic atas:
a. barang hasil KSP! berupa infrastrultur beserta
fasilitesnya yang dibangun aleh mitra KS¥PI; dan




b. pembagian atas kelebihan Lkeuntungan yang
diperoleh dari yang ditentuken pade saat perjanjian
dimulai {dawback).

(2) Pembagian atas kelebihan keuntungan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b merupakan penerimaan
Pemerintah Dacrah yang harus disedlorkan ke rekening
Kas lImum Daerah

Pagal 163

(1) Formulasi danfatau besaran pembagian kelebihan
keuntungan (clawback] ditetapkan oleh Bupati.

{2) Penetapan besaran pembagian kelebihan keuntungan
(clawback] sebageimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dari
Tim K8Pl yang dibentul: oleh Bupati.

(3} Ferhitungan pembagian kelebihan keuntungan
(elawback) sebagaimana dimakaud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:

a. nilai investasi Pemerintah Daerah;
b. ndlai investasi mitra KSPI;
¢. rnaiko yang ditanggung mitra KSPI; dan
d. karakteristik infrastruktur.

Paragral Ketujuh
Infrastruktur Hasil Pernanfagtan Barang Milile Daerah
Dalam Rangka Penyediaen Infrastrukur

Fasal 164

(1) Infrestruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPl atas
barang milik daerah berupa:

a. banpunan konstruksi infrastruktur beserta sarana
dan prasarana;

b. pengembangan infrastruktur berupa penembahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas,
kuantitas dan /atau kualitas infrastruktur; dan/atau

¢. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambahan
danfatau  peningkatan terhadap kapasitas,
lkurantitas dan/etau kualitas infrastruktur lainnya.

(2} Mitra KSFI menyerahkan infrastruktur yang merjacdi
hasil kegiatan KSPl atas barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sesuai perjanjian
atay pada saat berakhirnya perjanjian.

{3) Penyerahan se¢bagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan olch mitra KSPI atas barang milik daerah
lkepada PJPK.




Pasal 165

{1} PJPK menverahkan barang milik daerah vang diterima
dari mitra KSF] atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 164 ayat {3} kepada Bupati.

(2) Barang hasil KSP! atas barang milik daerah berupa
infrastruktur beserta fasilitasnya menjadi barang milik
daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah,

FPasal 166

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan
KSP] Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan
Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati,

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 167

{1} Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas
pelaksanaan KSPL atas barang milik daerah vang berada
pada Pengelola Barang.

(2} Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas
pelalrganaan KSPl atas barang milik daeragh yang berada
pada Pengguna Barang.

Pasal 168

(1} Mitra KSFI melaporkan secara tertulis hasil penyetoran
pendapatan daerah atas KSPI kepads Bupati sesuai
perjanjian  dengan  dilampiri bukti  penyetoran
pendapatan daerah.

(2} Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana
dimaksud pade ayat [1) merupakan dokumen sumber
pelaksanaan penatausahaan KSFI.

Paragraf Kesembilan
Sanksi Dan Denda

Pasel 169

(1} Dalam hal mitta KSFI terlambat melakukan
pembayaran atau melakukan pembayaran namun tidak
sesuai dengan ketentuan atas pembagian keuntungsan
EEPI, mitra KSPI atas barang milik daerah wajib
membayar denda sebagaimana diatur dalam naskah
perjanjian,




(2) Pembayaran denda sebeprimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening XKas
Umum Daerzh.

Paszal 170

(1) Palam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
tidaks dipelihara dengan baik sesuai ketentuan pada
perjanjian, mitra KSPl memperbaiki sampai pada
kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Perbaikan schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sudaly selesai dileksanakan paling lambat pada saat
berekhirnya masa KSPI atas barang milik daerah.

FPasal 171

(1) Dalam hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI
hilang selama pelaksanaan masa KSPI ekibat kesalahan
atau kelalaian mitra KSPl, mitra wajib mengganti objek
dan hasil KSPI dengan barang yang samsa atau barang
yang sejenis dan setara.

(2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhimya
KSHL.

Pasal 172

(I} Dalam hal perbaikan dan/atau penggantien hbarang
milik dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287
dan Pasal 171 tilak dapat dilakukan, mitra KSPI
membayar biaya perbaikan danjatau penggantian
tersebut secara tunai.

(2] Penentuan besaran biaye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh PJPK.

Pasel 173

Pembayaran biaya sebegaimena dimakaud dalam Pasal 172
ayat (1) dilakukan dengan cars menyetorkan ke Rekening
Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak adanya penetapan sebagaimana dimeksud daelam
Pasal 172 ayat {2).

Pasal 174

Mitra dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran

dalam hal-

a. belum melakukan perbaikan dan/atau penggantian
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 173
pada saat berakhirmya KSPI; atau




(2] Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah
dilakukan oleh Pengelola Barang.

Pasal 179

Bupatd dapai menetapkan kebijakan asursnsi atau
pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik
daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 180

{1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengamanan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Buparti.

{2) Tata Cara Pengamanan gsebagaimana ayat (1] meliputi:

tata cara pengamanan tanah;

tata cara pengamanan gedung dan/atan bangunan;

tata cara pengamanan kendaraan dinas;

lald cura pengamndanan rumah Negara;

tata cara pengarnanan barang milik daerah berupa

barang persediaan;

tata cara pengamanan barang milik daerah selain

tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah

negaradan barang persediasn yang mempunyai

dokumen berita acara serah terima;

g tata cara pengamanan barang milik daerah berupa
barang tak berwujud.

oo

]

Bagian Kedua

Pemeliharaan
Pasal 181

{1) Barang vang dipelihara adalah barang milik dasrah
danf/atau barang milik daerah dalam penguasaan
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Xuasa Pengguna
Barang,

{2} Pengelola Barang Pengguna Barang dan kuasa
FPengguna Barang bertanggungiawab atas pemeliharaan
bareng milik daerah vang berada dalam
penguasaannya.

(3] Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik
daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2} adalah
untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang
milik dacrah agar selaluz dalam keadaan baik dan layak
scrta siap digunakan secara berdaya puna dan barhasil
guna.

(4 Dalem rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada avat
(3), Pemerintah Daerah harus memprioritaskan
anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang
culup,



(1)

{2

belum menyerahkan barang milik daersh yang menjadi
objck KSPlI dan/fatau hasil pemanfastan pada sast
berakhirnya KSPIL.

Pasal 175

Dalam  hal perbaikan, penggantian dan/atau
penyerahan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 173 belum dilakukan terhitung 1
(satu) bulan sejak diterbitkannys surat teguran
szbagaimana dimaksud dalan Pasal 174, mitra
dikenakan sanksi administratif berupa  surat
peringatan.

Dalem hal perbaikan, penggantian dan/fataun
penyerahan barang milik daerah belum dilakukan
terhitung 1 |bulan} sejak diterbitkannya surat
peringatan sebagaimana dimaksud pada avat (1), mitra
dikenakan sanksi administratif berupa denda
sebagaimana diatur dalam naskah perjanjian,

Pazal 176

Dalam hal denda schbagaimana dimaksud dalain Pasal 175
ayat (2) tidak dilunasi mitra KSPl, maka penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

{2)

{1)

BAE VIl
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengamsanan

Pasal 177

Pengelola Barang, Pengguna PBarang dan/atau kuasa
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang
milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
Pengamanan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1), meliputi:

a. pengamanan fisilc

b. pengamanan administrasi; dan

¢. pengamanan hukum,

Pasal 178

Bukti kepemilikan barang milik daeralh wajib disimpan
dengan tertib dan aman.




(9) Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] dibcbankan pada APDBD.

(6) Dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan
dengan pihak lamn, biaya pemsliharaan menjadi
tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfaatan
barang milik daerah.

Fasal 132

Ketentuan lebih lanjui mengenai Tata Cara Pemeliharaan
Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENILAIAN

Pasgal 183

{1) Penilaiann barang milik daerah ditakukan dalam ranghka
penvusunan neraca Pemerintsh Dasrah, pemanfaatan
atau pemindehtanganan.

{2) Penilaian barang milkk daemmh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a.  pemanfaatan dalam benluk pinjam pakad; dan
b pemindahtanganan dalam bentuk hibak.

{3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka
penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan
dengan  berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

(4) Biaya yang diperlukan dalarn rangka penilaian barang
milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 184

{1} Pecnilaian barang milik daerah berupa tanah dan/ataun
bangunan  dalam rangka  pemanfaatan atau
pemindahtanganan dilakukan oleh:

a, penilai pemerintah; atau
b. penilai publik yang ditetapkan cleh Bupati.

(2t Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang
mempunyai izin praktilkz Penilaian dan menjadi anggota
asosiasi Penilat yang diakui sleh pemerintah.

(3] Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar sesuai dengan ketentuean peraturan perundang-

{#) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
diperoleh dari hasil penilaien menjadi tanggung jawab
Penilai.




(1)

{2

(3)

(4

(S

(6)

{1)

(2)

(3}

(4}
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Fenilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau
hangunan  dalam rangka pemanfaatan  atau
pemindahianganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan
oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang
ditetaplan Pupati.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
panitia penakeir harga yang uneurnya terdiri dari OPD/
Unit Kerja terkait.

Penilai sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Penilaian barang milik daerah secbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai
wajar sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaltukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan
Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah
hanya merupakan nilei taksiran.

Hasll penilaian barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 186

Dalam kondisi tertentu, Bupali dapat melakukan
penilaian kembali dalam rangka koreksi atas mnilm
barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca
Pemerintah Daerah.

Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah proses revaluasi delarn rangka pelaporan
keuangan sesual Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP] vang metode penilaiannya dilaksanakan sesugi

standar penilaian.

Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai
barang milik daemh dilaksanakan berdasarkan
kebjjakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku
Secara nasional.

Ketentuan pemerintah yang berlalku secara nasional,
sehagaimana dimaksud pada ayat {3) adalah kebijakan
vang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas
Pemerintah Daerah.




BAB X
PEMINDAHTANCANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 187

{1) Barang milik dacrah yang tidak diperlukan bage
penyelenggaraan tagaa pemerintahan  daerah  dapat
dipindahtangankan.

{2) Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah
meliputi:

penjualan;

tukar menukar,

hibah; atau

penyertaan medal Pemerintah Daerah.

Ao

Pasal 188

(1} Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah
dilakukan penileian.

(2) Dikecualikan dar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk pemindahtanganan dalam bentuk
hibah.

{3 Penilaian schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 189

{1} Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan
satelah mendapat persetujuan DPRD untuk:

a. tanah dan/fatau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih
dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiahy}.

(2} Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
danfatau bangunan sebagaimana dimaksud pads ayat

{1) huruf a tidak memerlukan persetujusn DPRD,

apabhila;

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruasng wilayah atau
penatean kota;

b. harus dihapuskan kareng anggaran untuk
bangunan pengganti sudah disediakan dalam
dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah
BDarrah yang bersangkutan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau




e. diknasai Pemerintoh Daerah  berdaserkan
keputusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap dan/atan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan vang jika status
kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara

ekonomis.,

Pusal 190

(1) Tanah dan/atau bangunan vang sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
schagaimana dimaksud dalam Pagal 189 ayat {2) huruf
a, dimaksuedkan bahwa Ilokasi tunah danfatau
bangunan dimaksud terjadi perubashan peruntuken
dan/atau fungsi kawasan wilayah.

{2} Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan
penataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
perlu dilakukan penyesuzian yang berakibat pada
peribahan luas tanah dan/atau bangunan tersebur.

Pasal 191

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk
bangunan pengganti sudah dizsediakan deilam dokumen
penganggeran schagaimens dimaksud dalam Pasal 189
ayat {2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan
adalah bangunsn yang berdiri di atas tanah terscbut
dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di
atas tanah yang sama [rekonstruksi) sesuai dengan alokasi
anggaran yang telah disediakan dalam dokumen
penganggaran.

Pasal 192

Tanah dan/atau bangunan diperuntukian bagi pegawai

negert sipil Pemerintah Daerah vyang bersangkutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf ¢,

adalgh:

a, tanah dan/atau bangunan yang merupakan ketegori
rumah negaraf daerabh golongan 115

b. tanah yvang merupakan tanah kavling yang menurut
perencanaan awainya untuk pembangunan perumahan
pegawal negeri  sipil Pemerintah Daerah yang
bersangkutan,




(1)

(2}
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Tanah dan/fatau bangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
189 ayal {2) hwruf d, adelah tanah dan/atau bangunan
vang digunskan untuk kegiatan yang menyangkut
kepentingan bengsa den negara, masyarskat luas,
rakyat banyak/ bersama dan/atau kepentingsn
pembangunan,  termasuk  diantarenya — kegiatan

Pemerintah Daerah dalam  linglkup hubungan

persahabatan antara negara/ daerah dengan negara lain

atau masyarzkat/ lembaga internasional.

Katepori bideng kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) antara lain sebagai berikut:

a. jelan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan
perundangan, jalan tol dan rel kerela api,

b. saluran air minum/ air bersih dsn/atau saluran
pembuangan air;

c. waduk, bendungan dan banguna.n pengairan
lainnya, termasuk saluren irigasi;

d. rumah sakit umum dan pusat kesshatan

masyarakat;

pelabuhan, bandar udera, stasiun kereta apiatau

terminal,

ternpat ibadah;

sekolah atau lembaga pendidikan non-kornersial

pasar umum,;

fasilitas pemakaman umum;

fasilitas kesclumalan umum, antara lain tanggul

penanggulangan bahaye banjir, Iahar dan lain-lain

bencana;

sarana (an prasarana pos dan telekomunikasi;

sarane den prasarana olahraga untuk wmum;

m. etasiun penyiaran radic dan televisi besertsa sarana
pendukungnya untuk lembaga penyiaren publik,

n. kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan
Negare Asing, Perserikaten Bangsa Bangaa dan
lembaga internasiconal di bawah NAUNZED
Perzeriatan Bangaa-Bangea;

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesiz dan Kepolisian

Negara Republik Indcnesia sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

rumah susun sederhanasa;

tempat pembuangan sampah untuk umum,

cagar alam dan cagar budaya;

promosi budaye nasicnal;

pertamanan untuk umum;

panti sosial;

lembaga pemasyaraketan; dan

. pembangidt, turbin, transmisidan distribusi tenaga

hstrik termasuk instalasi pendukungnya vang
merupakan satu kesatunan yang fidak dapat

terpisahkan.

0

o

= p

fegrpHOY
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Pemindahtanganan barang milik deerah berupa tanah
dan/atan bangunan sehagaimana dimsksud dalam Pasal
189 ayat (2) dilakukan clch Pengelola Barang seielah
mendapat persetujuan Bupati.

{1

(2)

(3)

(4

(5)

(6)

Pasal 195

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan vang bemnilal sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 (tima miliar rupiah) dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupat.

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah
danfatau ‘bangunan yang bemilai lebih dan
Rp. 5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah) dilakukan
pleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
DPRD.

Nilai sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2)
merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan
dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan
penyertaan modal.

Nilai sebagaimana dimakaud pada eyat (1} dan ayat (2)
merupakan nilai perolehan untuk pemindahtanganan
dalam bentuk hibah.

Usul wuntuk memperoleh  persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud pads ayat {2) digjukan oleh
Hupati.

Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan ayal {2) dilakukan per Lap usutlan.

Bagian Ketiga
Fenjualan

Paragraf Kesatu
Prinsip Umum

Fasal 196

(1} Penjualan barang milik daersh dilaksanakan dengan

pertimbangan:

A untuk optmalisasi bDarang milik deermh yang
berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi dasrah
apabila dijual; dan/atau

Cc. sebagai pelaksanean ketentuan peraturan
perundang-undangan.




(2}

(1)

2

3

(4]

{5)

{6)

Barang milik daerah vang tidak digunakan/
dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah harang milik daerah yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak
lain.

Pasal 197

Fenjualan barang ilik dacrah dilakukan accara lelang,
kecuali dalam hal tertentu.

Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis
dan/atau lisan yang semalkin meningkat atau menurun
untuls mencapai harge terbnggi.

Lelang schagaimans dimaksud pade ayat {2)
dilaksanakan sestelah dialukan pengnmuman lelang
dan di hadapan pejabat lelang.

Pengecualian dalam hal tertentn sebegaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. bharang milik daerah yang bersifat khusus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

b. barang milik daerah lainnya yang ditetaplkan lebih
janjut oleh Bupati.

Rarang milik dasrah yang heraifat khusus, ssbagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang
yang diatur secara khusus sesual dengan ketentusm
pereturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. rumah negara golongan III yang dijual kepada
penghuninya yang sah.
b. kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada:
1. Gubemur/ Bupati/ Walikota;
2. Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
3. mantan Gubernur/ mantan Bupati/ manten
Welikota;
4. mantan Wakil Gubermnur/ mantan Wakil Bupatif
mantan Wakil Walikots; dan
5. Sekretaris Daerah Provinsi.

Barang milik daerah lainnya, schbagaimana dimaksud

pada ayat (4} huruf b antara lain yaitu:

a. tanah danfatau bangunan yang akan dipunakan
untuk kepentingsan umum;

b. tanah kavling yeng menurut perencanaan awal
pengadasnnya digunakan untuk pembangunan
perumaban Pegawni Negeri Sipil Pemerintalh Daerah
vang bersangkutan, scbagaimena tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),

¢. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dan
keadaan kahar (force majeure);




d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang
dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;

e. haaill bongkaran bangunan atau bangunan yang
akan dibangun kembsli; atau

f. selain tenah dan/atau bangunan yang tidak
memiliki bukti kepemilikan dengan nilal wajar paling
tinggi Rp. 1.000.000 (gatu juta rapiah} per unit.

Pneal 108

(1) Dalarn rangka penjualan barang milik daerah dilakukan
penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

{2] Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah bagi penjualan barang milik daerah
berupa tanah vang diperlukan untuk pembangunan
rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan
sesuai ketentiuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penilaian se¢bagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pesal 184 dan
Fasal 1B5,

{4 Pcncentuan nilai dalam rangksa penjualan barang milik
daerah secam lelang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 197 ayat (1} dilakukan dengan memperhitungkan
faktor penyesuaian.

(5} Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat {4) merupsakan
limit/batasan tferendah yang dJdisampaiken kepada
Bupati, sebagai dasar penetepan nilai limit.

(6 Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dirnaksud
pada ayat (5} adalah harge minimal barang vang akan
dilelang.

(7} Nilai limit sebagaimena dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh Bupati selaku penjual.

Pasal 199

{1} Barang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan
vang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan
lelang ulang sebanyak |(satu) kali.

(2} Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.

(3) Dalam hal setelah pelasksanaan lelang ulang, barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan
penjualan  tanpa lelang, tukar menukar, hihah,
penyertaan modal atau pemanfaatan.

(4} Pcngelcf-la Barang dapet melakukan kegiatan

sebhagaimana dimeksud pada ayat (3) atas barang milik
daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.




(1}

(2)
(3

{4

>

(1)

(2)

(1)
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Barang milik daersh berupa selain itanah danfatan
bangunan yang tidak lala dijual pada lelang pertama,
dilakukan lelang ulang sebanyek 1 (satu} kali.
Pelaksanaan lelang ulang sebageimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pemnilaian ulang.

Dalstm hal setelah pelaksanaan Ielang ulang
schegaimana dimaksud pada ayatl (1) Lidak laku dijual,
Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan
tanpa lelang tukar menukar, hibah atau penyertaan
modal.

Pengelola Barang dapat melakukan  kegiatan
sebegaimana dimaksud pada ayat (2) atas barang milik
dacrah selain tanah dan/atau bangunan setelah
mendapat persetnjuan Bupati untuk masing-masing
kegiatan bersangkutan,

Dalam hal penjualan tanpa lelang., tukar menukar,
hibahatan penyertaan modal, sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dapat dilaksanaksn, maka dapat
dilakukan pcmusnahan.

Pasal 201

Hasgil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan

seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal barzng milik dacrah berada pada Beadan

Layanan Umaum Daerah maka:

a.  Pendapatan daerah dari penjualan barang milik
dasrah dalam rangka penyelenggaraen pelayanan
umum sesuai dengan tugas dan fangsi Bsdan
Layanan Umum Dgerah merupakan penerimaan
daerah yang disetorkan aeluruhnya ke rekening
kas Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan harang milik
dasrah dalam rangka selgin penyelenggaraan tugas
dan fungs Badan Layanan Umum Daerah
merupakan penerimaan daerah yang disetorkan
sehiruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

Paragraf Kedua
Objek Penjualan

Pasal 202

Cbick penjualan adalal barang milik daecrah yang
berada pada Fengelola BRarang/ Pengguna Barang,
meliputi;

a. tanah dan/atau bangunan;

b, seclain tanah dan/atan banguan.




(2} Penjualan barang milik dacrah berupa tanah den/atau
bangunan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.

b.

C.

memenuhi pergyaratan teknisg;

memenubi persyaratan ckonomis, yakni secama
ckoniomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
harang milik daerah dijual, karens biaya operasional
dan pemehbarsan barang lebih besar dan pada
manfaat yang dipercleh; dan

memenuhi persyaratan yuridis, yalni barang milik
daerah tidak terdapat permasalahan hulium.

{3 Syarat tcknis scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a antara lain:

a.

k.

lokasi tanah danfatau bangunan swpdah  tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah;

lokaai denfatau luas tanah danjaitau bangunan
tidek dapat digunskan dalaon rangke pelaksanaan
tugas dan fungsi penvelenggaracn tugas
penmerintahan daerah;

tanah kavling yang menurut awal perencanasan
pengadasnnya diperuntukkan bag pembangunan
perumahan pegawai negeri Pemeriniah Deereh vang
bersangkutan;

bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain;
ataun

barang milik daerah yang menganggur (idle tidak
dapat dilakuksn penetapan statis penggunaan atau
pemanfaatan.

{4 Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau

hangunan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) huruf b
dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

memenuhi persyaratan teknis;

memenuhi persyaratan ekonomis, yalkni secam
ckonomis lebih menpuntungkan bagi Pemerintah
Daerah apabila barang milik daerah dijual, karena
biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih
besar daripada manfaat yang diperoich; dan
memenuhi persyaratan yuridia, valni barang milik
daerah tidak terdapat permasalahan hukum.

(S} Persyaratan tekmis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a antara lain:

Aa.

b.

.

barang milik daerah secara fisik tdak dapat
digunakan karena rusalelan tidak ekonomis apabila
diperbaila;

barang milik daerah secara teknis tidak dapat
dipunakan lagi akibat modernizasi;

barang milik dacrah tidak dapat digunakan dan
dimanfastkan karena mengalami perubahan dalam
spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis,
hangusdan lain-lain ssjenisnys; atan



d. barang imilik daerah tidak dapat digunakan dan
dimanfpatkan karena mengalami pengurangan
dalam timbhangan/ukuran disebabkan penggunasn

atau susut dalam petryimpanan atau pengangkutan.

Pasal 203

Penjualan barang mitik daerah berupa tanah kavling yang

menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan

bagi pembangunan perumahan pegawai negeri Pemerintah

Daerah yang bersangkutan sebagaimamna dimaksud dalam

Pasal 197 ayat (6) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti
perencangan awal yang menyatakan baghwa tenah
terscbut akan digunaken untuk pembangunan
perumahan pegawai negeri Pemerintash Daerah yang
bersangkutan; dan

b penualan dilaksanakan langsung kepada masing-
masing pegawal negeri sipll Pemerinteh Dasrah yang
bersangkutan yang ditetaplan oleh Bupati.

Pasal 204

(1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan
bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila
telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling
singkeat 7 (tujuh) tahun.

(2) Usmis 7 {tujuh) tabun sebagaimana dimaksoud padas ayat
{1) adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulandan tahun
perclehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulandan tahun
pembuatannyva sesuai dokumen kepemilikan, untuk
perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3} Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan
bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik setinggi-
tingginya 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan
kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7
{tujuh) tahun.

i4) Penjualan kendaraan bermotor dilekukan sebelum
berusia 7 (tujuh) tashun sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] berdasarkan surat keterangan tertulia dari
inatanai yang berkompeten.

Pasal 205

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penjualan
Barang Milik Dazrah diatur dengan Peraturan Bupati.




(2} Tata Cara Penjualan sebegaimeana ayat (1) meliputi:

A. 1ata cara penjualan barang milik daerah pada
Pengelola Barang;

bh. tata cara penjuelan barang milik daerah pada
pengguna barang; dan

c. tata cara penjualan kendargan perorangan dinas
kepada Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara Dan
Pegawai Aparatur S8ipil Negara (ASN).

Bagian Keempat

Tukar Menukar

Paragraf Kesatu

Pringip Umum
Pasel 206
(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanskan
. dengan pertimbangan:
a. unink memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaiaan pemerittahan;

b. untuk optimalisasi barang milik dacrah,; dan
c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tuksr menukar sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
ditempuh apabila Pemerintah Dasrah tHdek dapat
menyediakan tanah dan/atau bangunan pengganti.

(3] Selain pertmbangan sebagsimana dimaksud pada ayat
(1), tukar menukar dapat dilakukan:

a. apabila barang milik daerah berupsa tanah danfatau
bangunan sudsah tidak sesuai dengan tata ruang

wilayah atan penataan kota,
b. guna menyatukan barang milik daerah yang
lokesinya terpencar,
,—\ ¢. dalam rangka pelaksanaan rencena strategis

pemerintah pusat/ Pemerintah Deerah;

d guna mendapatkan/memberikan akses jalan,
apabila objek tukar menukar adalah barang milik
dacrah berupa tanah danfatau bengunan; dan/etau

e. telah Lketinggalan teknologi sesuai kebutuharn,
kondisiatau ketentuan peraturan perundang-
undangan, apabila objek tukar menukar adalah
barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunar.

{4 Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan
dengan pihak:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerinteh Dacrah lainnya;

¢. Badan usaha milik negara/ daerah atau badan

hukum milik pemerintah leinnya yang dimiliki
neagara;

Pemerintah Desa; atau

swasta,

T




(9) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf e
adalah pihak swasta, baik yang berbentuk badan
hukum maupun perorangan.

Pasal 207

(1} Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan vang berada pada
Pengguna Barang; dan

¢, selain tanah dan/atau bangunan.

(2} Tanah dan/atau bangunan yang berada peda Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pads ayat (1) huruaf b
antara lain tanah dan/atau bangunan vang maesih
dipergunakan untuk penyvelenggaraan tugas dan fungsi
Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota.

(3} Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 208

Tukar menukar dilakranakan setelah dilalmikan kajian

berdasarkan:

a. aspek teknis, antara lain:

1. kebutuhan Pengelola Barang/ Pengguna Barang;
dan
2. sgpesifikaci barang yang dibutuhloan;

b. aspé¢k ekonomis, antara lam kajian terhedap nilai
barang milik daerah yang dilepas dan nilai barang
penggant;

¢. aspelk yuridia, antara lnin:

I. tata ruang wilayah dan penataan kota; dan
2. bukt kepemilikan.

Pasal 200

Berdasarkan kajinn scbagaimena dimeksud dalam Pasal
207 terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atan
bangunan, Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain

pengelolaan barang milik daerah atas permohonan
persetujuan tukar menuker yvang diusulkan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang.

Pasal 210
(1) Barang pengpanti tukar menukar dapat berapa:

a. barang sejenis; dan/atau
b. barang tidak sejetis.




n

(2} Barang pengganti utama tukar menukar barang milik
dacrah berupa taneh, harus berupa:
a. tanah; atau
t. tanah dan bengunan.

(3] Barang pengganti utama tukar menukar barang milik
dacrah berupa bangunan, dapat berupa:
a. tansh;

b. tanah dan bangunan;
c. bangunan; dan/atau
d. selpin tanah dan/atau bangunan.

(4 Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3} harua berada dalam kondisi siap digunakan
pada tanggal penandatangenan perjanjian  tukar
menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Paaal 211

(1} Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling
sedikit seimbang dengan nilai wmajar barang milik
daerah yang dilkepaa.

(2} Apabila nilei barang pengganti Icbih kecil daripada
nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitm
tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas
Umum Daerah atas sejumiah selisih nilai antara nilai
wajar barang milik daerah yang dilepas dengen nilai
barang pengganti.

(3} Penyetoran selisih nilai schagaimana dimaksud pada
avat (2) dilaksanakan paling lambat 2 {dua) hari kerja
sebelum Berita Acara Serash Terima (BAST)
ditandatangani.

{4 Selisih nilai sebagnimana dimaksud pada avat [2) dan
ayat (3) dituangkan dalam perjanfian tukar menuker.

Pasal 212

{1] Apabila pelaksanaan tuker menukar mengharuskan
mitra fukar menukar membangun bangninan barang
pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan
pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan
pertimbangan dari OPD (erkait,

(2] Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) merupakan badan hukum yang hergerak di bidang
pengawasan konstruksi,

{3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mitra tukar
menukar.




Fagal 213

Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapet — persetujuan Bupati sesusl dengan
kewenangannya.

Pasal 214

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Tukar Menukar
Barang Milik Daerah psada Pengelola Barang dan pada
Pengpuna Barang diatur dengan Peraturan Bupati,

Bagian Kelima
Hibah

Pasal 215

a, b

b. budaya;

¢. keagamaan;

d. kemanusiaan;

e. pendidikan yang bersifat non-komersial;

f penyelenggaraan pemetintahan pusst

/pemerintahan daerzh.

(2] Penyelenggaraan pemerintahan pusat / daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
termasuk hubungan antar negara, hubungsn antara
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerahl, hubungan
antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat/
lembagn internasionaldan pelaksanaan kegiatan yang
menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi
pernerintah pusat atauy Pemerintah Daerah.

Pasel 216

(1) Barang milikk daersh dapat dihibahkan apabila
memenuhi persyaratan:

a. bukan merupakan barang rahasia negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat
hidup erang banyak; atau
¢. tidak digunaken legi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
{2) Segala biava yvang timbul dalam proses pelaksanasn

hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima
hibah,




(1)

(2}

{1)

(2}

{1

(2}

Pasal 217

RBarang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan
sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah
hibgl.

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 218

Fihak yang dupal menerima hibah adalah:
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga
keagamaan, lembaga kemanusiaan atau lembags
pendidikan yang bersifat non-komersial berdasarkan
akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga atau
pernyataan tertulis dari instansi telmis  yang
ltompetenn bahwa lembaga yang bersanglkutan
adalah sebagai lembaga dimaksud;

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lainnya,

Memermtah Dess;

perorangan atan masyarakat vang terkena bencana

alarn dengan kriteria masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR} sesuai ketentuan peraturan
perundeng-undangan; atau

f pihak lain sesuai ketentuen peraturan perundang-
undangan.

Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:

a. barang milik daerah berskala lokat yang ada di desa
dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa;

b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh
Pemerintah Daersh kabupaten/kota dikembalikan
kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk
fasilites umum,

neoo

Pasal 219

Hibah dapat berupa:

g. tanah danfalan bangunan yang tclah diserahkan
kepada Bupati;

b. tanah danfatau bangunan yang berada pada
Pengguna Barang; dan

¢. Selain ianah dan/atau bangunan.

Tanah dan/atau bangunan yang herada peda Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud pade ayat (1) huraf b
antara lam tanah dan/fatau bangunan yang dari awal
pengadaannya direncanskan untuk dihibahkan sesuai
yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA).




(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
sebhagaimena dimaksud pada ayat {1) huruf ¢ meliputi:
& barang milik daerah selain tenah dan/atau
bangunan yang dari awal pengadasnnya wuntuk
dihibahken; ian
b. barang milik daerah selain tenah dan/atau
bangunan vang lebih optimal apabila dihibahkan,
{4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihihahkan
Eeba@mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
upati

Pasal 220

Ketenluan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan
Hibah Barang Millk Daerah pada Pengelola Barang dan
pada Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati,

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 221

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik
daerash  dilakuksn delam rangka ~ pendirian,
pengembangandan peningkatan kinerja Badan Usaha
Milik Negera,! Daciah atau badan hukum lainnya yang
cdimnilili  Negara sesuai dengan ketentnan peraturan
perundang-undangan.

{2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengen pertimbangan
sthegai berikut:

a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya
scaual dokumen penganggaran diperuntukkan bagi
Badan Usaha Milikk Negara/ Dacrah atau badan
hukum leinnya yang dimiliki Negara dalam rangka
penugasan pemerintah; atau

b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola
oleh Baden Usahea Milik Negara/ Daerah atau badan
hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang
sudah ada maupun yang akan dibentul,

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Dacrah,

(4} Barang milik daeral: sebagaimans dimeksud pada ayat
(2} yang iclah discriaken dalam penyertaan modal
Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/
Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara
menjacdi  kekavaan yang dipisahken —mengikut
ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 222

(1} Penvertaan modal Pemerinteh Daerah atas barang milk
daerah dapat berupa:
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan
Bupati;
b. tanah dan/etau bangunan pada Pengguna Barang,
atau
¢c. selain tanah dan/atau bangunan.

(2} Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan cleh Pengelola Barang seielah mendapat
persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannysa.

Tasal 223

{1} Penetapan barang millk daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal
Pemerintah Dacrah sebagaimana dimakeud dalam Pasal
221 ayat {1} huruf a dilakukan cleh Bupati, sesuai batas
kewanangannya.

(2} Tanah dan/atau bangunan yang berada peda Pengguna
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (1}
huruf b antara lain tanah den/atau bangunsn rang
aejak awal pengadasnnya direncanalkan untuk
disertakan sebsgai modal Pemerintah Daerah sesuai
yang tercantum dalam dokumen penganggaran, yaitu
Dokumen Peisksanaan Anggaran (DPA).

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
yang berade pada Pengguna Barang scbagaimana
dimaksud dalam Passl 221 ayat (1) huruf e antara lain
meliputi:

a. barang milik daerah selain tanah danj/atau
bangunan yang dari awal pengadasnnya untuk
discrtekan scbeagai modal Pemeriniah Daerah;,

b. barang milik daerah selain tanah danfatan
bangunan yang lebih optimal untuk disertakan
sebagei modal Pemerintah Daerah.

Pasal 224

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan
berdasarkan analisa kelayaken investasi mengenai
penyertaan modal sesuai ketentuzan peraturan perundang-
undengarn.

Pasal 225

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tate Cara Penyertasn
Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Millk Daerah pada
Pengrlola Barang dan pada Fengguna Barang diatur dengan
Peraturan Bupati.




BAB XI
PEMUSNAHAN

Fasal 226

Pemushahan barang milik daerah dilakukan apabila:

a.

b.

1)

(2)

{3

tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan
dan/atau Hdak dapat dipindahtangankan; atau

terdapsat alasan lain sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 227

Permusnahen dilaksanakan oleh Pengguna Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang
milik dacrah pada Perngguna Barang.

FPermusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang
setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk barang
milik daerah pada Pengelola Barang,

Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) dituangkean dalam berita acara dan
dilaporkan kepada Bupati.

Fasal 228
Pemusnahan dilekukan dengan cara:
dibakar;
dihancurkan;
ditimbun;

RO o

ditengegelamkan; atau
cara lain =sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 229

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cars Pemusnehan
Barang Milik Deerah pada Pengelolan Berang dan pada
Pengguna Barang diatur dengan Peraturen Bupati.

PENGHAFPUSAN

Pasal 230

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

a.

b.
C.

penghapusan dari Daftar Barang Pengguina den/atan
Daftar Barang Kuasa Pengguna;

penghapusan deri Daftar Barang Pengelola; dan
penghapusan derl Daftar Barang Milik Daerah.




(1)

(<)

)

(1)

(2)

(1)

Pasal 231

Fenghaspusan dar Daftar Barang Pengguna dan/fatau
Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 huruf a, dilakukan dalam hal barang
milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengeuna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Penighapusan dari Dafiar Barang Pengelola sebagaimana

dimaksud delam Faaal 229 huruf b, dilalmkan dalam

hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengelola Barang.

Fenghapusan dari Deaftar Berang Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 huruf c¢

dilakukan delam bal terjadi penghapusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) den ayat (2) disebabkan karena:

a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;

b. putusan pengadilan yvang telah herkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

c. menjalankan ketentuan undang-undang;

d. pemusnahan; atan

e. sebab lain.

Pasal 232

Barang mililk daerah sudsh tidak berada dalam

penguasaan Pengelola PBarang, Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

8. penyerahan barang milik deerah;

b. pengalihan status penggunaan harang milik daerah;

c. pemindahtanganan atas barang milik;

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan sudah tidak ada upaya huloum lainnys;

e. menjalanken ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. pemusmahan; atau

a8 scbab lain.

Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf g

merupakan  sebab-sebab yang secara  normal

dipertimbangkan wajar menjadi penyebab

susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati dan

sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 233

Fenghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231
ayvat [1) untuk barang mililk daerzsh pada Pengguna
Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan
penghapuaan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati




Y

{2} Penghapusan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 231
ayat (1) untuk barang milik deerah pada Pengelola
Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan
penghapusan oleh Bupati.

(3] Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan
penghapusan Bupati sebagaimana dimalcaud pada ayet
(1) edalah untuk barang milik daerah yvang dihapuskan
karena:

8. pengalihan status penggunaan;
h. pemindahtenganen,; atsu
¢. pcmusnahan.

{4) Bupati dapat mendelegasikan persetiyjuan penghapusan
barang milik da=rah berups barang persediaan kepada
Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna
dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

(S) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] dan ayat (4)
dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 234

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanann
Penghapusan Barang Milik Daerah pada Fengelola Barang
den pada Pengpgpuna dan/atan Kuasa Pengguna Barang
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XT1
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 235

{1) Pengelola Barang harus melakukan pendeftaran dan
pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah
penguasaannya ke dalam DCaftar Barang Pengelola
meturul penggolongan dan kodefkasi barang,

(2) Pengguna Barang/ Kuasa Fengguna Barsng harus
melakukan pendaftaran dan pencatatan barang mitik
daetah wvyang status penggunaannva berada pada
Fengguna Barang/ Kuass Pengguna Barang ke dalem
Daftar Barang Fengguna/ Daftar Barang Kuasa
Pengguna mcenurut penggolongan dan lkodefikasi
barang.




Pasal 236

{1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang
pengguna/  dafter  harang Kuasa Pengguna
sebegaimena dimaksud dalam Pasal 235 ayat [2].

{2] Pengelola Barang menyusun daftar bareng milik dasrah
berdasarkan himpunan deftar barang Pengguna/daftar
barang Kuasa Pengruna scbhagaimanae dimaksud pade
avat (1) dan daftar barang pengelola menurut
penggolongan dean kodefikasi harang.

(3} Dalam daftar berang milik daerah schagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk barang milik daerah
yang dimanfgatkan oleh pihak lain.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasnl 237

{1} Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang mihik
daerah paling sedikit 1 (satu} kali dalam 5 (lime) tahun.

(7)) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna
Barang actiap tahun.

{(J) Pengguna Bamng menyempaikan laporan  hawsil
Iventarieasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2] kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga}
bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Pasal 238

Pengelola Barang melakuksan inventarisast barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada
dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5
(limaj tahun.

Bagian Ketiga
Felaporan
Pasal 239

(1) Kuesa Fengguna Barang harus menyusun laporan
barang Kuase Pengguna Semesteran (6 bulen) dan
laporan batrang Kuasa Pengguna Tahunan untuk
disampaikan kepada Pengguna Barang.

{2) Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa
Pengguna Semesteran (6 bulan) dan Tahunan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) scbagai behan
penyvusunan laporan barang Pengguna semesteran (6
bulan) dan tahunan.




(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimalksad
pada ayat (2} diganaken scbagai bahan untuk
menyusun neraca OPD untuk disampaikan kepada

- Pengelole Barang,

Pasal 240

(1) Pengelola Barang hearus menyusun laporan barang
Fengelola semesteran (6 bulan) dan laporan barang
Fengelola tahunan.

{2) Fengelola Barang harus menghimpun laporan barang
Fengguna semestieran (6 bulan) dan laporan barang
Fengguna tahunhan sebagaimana dimaksud delam Pasal
238 ayat (2] eserta laporan barang Pengelola
sebagaimana dimakeud pada ayat (1} sebagai bahan
penyusunan laporan barang 1ilik daerah.

(3) Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2] digunakan sebagai hahan untuk
menyusun neraca Pemerintah Daerah.

BAB XTI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
FPembinaan

Faaal 241

Bupati melakukan pembinaan pengelolaan barang milik
deerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 247

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik

deerah dilakukan oieh:

a. Pengguna Barang meclalui pementauan dan penertiban;
dan/atau

b. Pengelola Barang melalui pemantausn dan investigasi.

Pasal 243

(1) Pengguna Barang melakukan pemantavan dan
penertiban terhadap pengzunaan, pemanfastan,
pemindahtanganan, penatausshaan, psameliharaendan
pengamanan barang milik daerah vang berada di dalam
penguasAanya.




(2]

(3)

(4)

(i

{2)

(3)

Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pads ayat {1) untuk Unit Kerja OPD
dilaksansakan oleh Kuasa Pengguna Dareng,

Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Bareng dapat
meminta aparat pengawasan intcrn pemerintah untuk
melakukan audit tindek lanjut hasil pemantauan dan
penertiban sebagaimana dimaksud pada ayzat {1} dan
ayat (2).

Fengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
menindaklanjuti hasii audit sebageimana dimaksud
pada ayat (3} scsuai dengan keientuan pcraturan
perundang-undangan.

Pa=al 244

Pengelola Barang melakukan pemantauan dan
investigaal atas pelaksanaan PCNgguUNAaan,
pemanfaatandan pemindahtanganan barang milik
dacrah, dalam rangks penertiban pengpunann,
pema:ﬁaatandan pemindahtanganen barang milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola
Barang dengan meminta aparst pengawasan intern
pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan
Penggunaan, pemanfaatandan pemindahtanganan

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pengelola DBerang untuk
ditindaklanjuti aesuani dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB X1V

FENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD YANG

(1)

MENGGUNAKAN FOLA PENGELCLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 245

Barang milik daereh yang digunaken oleh Badan
Layanan Umum Dacrah mcrupekan kekayaan dacrah
vang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan
kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang
bersangkutan.




{2}

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimann
dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang
dikelola dan/fatau dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggaralkkan kegiatan pelayanan umum sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum
Dasrah mempedomani  ketentuen  peraturan
perundang-undangan mengenai Badan Layasnan
Umum Daerah.

BAB XV
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 246

Rumah negara merupakan bareng milik daerah yang
diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan tugas
pejabat dan/atau pegawai negeri siptl Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

{1)

{2

3

(1)

Faonl 247

Bupati menetapkan status penggunaan golongan rumah
negarsa.,

Fumah nsgara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi ke dalam 3 {tiga) golongan, yaita:

a. rumah negera golongan I;

b. rumah negara golongan 1I; dan

¢. rumah negara golongan IM.

Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)} didasarkan pada pemchonan penctapan
status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna
Barang.

Pasal 248

Rumah negara golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 247 ayat (2) huruf a, adalabh rumah negara
dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan
karcna sifat jabatannye harus bertempat tinggal di
rumah tersehur serta hak penghuniannys terhatas
selama pejabat yahg bersangkutan masih memegang
jabatan tertentu tersebut.




(2] Rumah negatra golongan I sebagaimana dimaksud
dalam paszal 247 ayat (2} huraf b, adalah rumah ncgara
yang mempunyai hubungan ysng tidak dapat
dipisablkan dari suatu OPD dan hanya disediskan
untuk didiami oleh pegawai negeri sipil Pemerintah
Daerah yeng bersangkutan.

(3) Termasuk dalam rimah negara golongan II adalah
rurmah negara yvang berada dalam satu kawasan dengan
OPD atau Unit Xerja, rumah susun dan mess/ asrama

Pemerintah Daerah.

{44 Rumah negera golongan [OI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 247 ayat (2) huruf ¢, adalah rumah negara
yang tidak termasuk golongan I dan golongan I yang
dapat dijual kepade. penghuninya.

Faaal 249

(1) Barang milik daerah berupa rumeh negara hanva dapat
digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau pegawai
negeri gipill Pernerintah Daerah yvang bersangloatan yang
merniliki Surat Izin Penghuniaa (3IF).

(2) Fengguna Barang wajib mengoptmalkan penggunaan
barang milik daerah berupa rumah negara Golongan 1
dan rumah negara golongan I dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi.

{3} Pengguna Barang mumah negara golongan I dan rumah
negara golongan 11 wajib menyerahkan barang milik
daerah berupa rumah negara yang lidak digunskan

kepada Bupabti.

Fasal 250

(1} Surat Ijin Penghunizn (3IP) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 ayat (1) untuk rumah negara golongan
| ditandatangani Pengelola Bareng.

(2} Surat [in Penghunizn (31P) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 249 ayat (1} untuk rumah ncgara golongan
Tl dan golongan 1T ditandatangani Pengguna Barang.

Pazul 251

(1} Suami dan istri yang masing-masing berstatus Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan,
hanya dapat menghuni satu rumah negare.

(2] Pengecualian  terhadap  ketentuan  sebagaimans
dimaksud pada ayat (1} hanya dapat diberikan apabila
siami den istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal
di daerah yang berlainan.




(1)

2

(3

(4}

(5)

{6)

G

Bagian Kedua
Penggunaan

Fasal 252

Barang milik daerah berupa rmumah negara dapat

dilakukan alih status penggunsan.

Alih stetus penggunasn:

a. antar Penggpuna Barang untuk rumah negara
golongan [ dan rumah negara golongan II;

b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna DBarang
rumah ncgara golongan IO, untuk rumah negara
golomgan II yang akan dialihkan statusnys menjadi
mumah negara golongen lII; atau

c. dan Pengguna Barang rumah negare golongan I
kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara
golongan IO wyang telah dikembalikan status
golongannya menjedi rumah negara golongan II.

Pengalihan statua penggninaan sehagaimana dimakand
pada ayat {2) diakukan setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf b, hanya dapat dilakukan apabila barang

milik daemh berupa rumah negara telah beruasia paling
gsingkat 10 {sepuluh} tahun sejak dimiliki oleh

Pemerintah Daerah atau sejak ditetapkan perubzhan

fungsinya sebagai rumah negara.

Usulan alih status penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, harus disertai sekuang-

kurangnya dengan:

a persetuyjuan  tertulie dari  Bupatih  mengenai
pengalihan status golongan rumsh negara dan
rumah negara golongan II menjadi rumah negara
golongan IIT;

b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan
dari Pengguna Barang rumah negara golongan III;

¢. salinan keputusan penetapan status rumah negara
golongan II;

d. salinan Surat lzin Penghunian (3IF) rumah necgara
golomgan TE; dan

e gambar ledgerjgambar arsip berupa rumeh dan
gambar situasi.

Pengguna Barang bertanggungjawab penuh atas

kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang

diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan
status penggunasan.

Proses pengajuan dan pemberian persstujuan alih

atatus penggunaan mengikuti ketentuan mengenai alih

status penggunaan,




Fasal 253

(1) Dalam hal diperlukan Bupat dapat melakukan alih
fanigsi barang milik daerah berupa rumah mnegama
golongan 1 dan rumah negara golongan I, menjadi
bangunan kantor.

{2) Alih fungsi barang milik daerah berupa rumah negara

[ dan rumah negara golongan II sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} ditetapkan oleh Bupat:.

Pasal 254

{1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalibhan
Halt Rumeh Negara diatur dengan Peraturan Bupati.

(2] Ketentuan lebih  lanjut mengenai  Tata Cara
Penghapusarnn Ramah Negara diatur dengan Peraturan
Bupati.

(3] Ketentuan lebih lamjut mengenai Tata Cara
Penatausahaan Rumah Negara diestur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara
Pasal 255

Pengguna  Barang  melakukan — pengawasan  dan
pengendalian barang milik decrah borupa rumah negara

yang berada dalam penguasaannysa.

BAB XV1
GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 256

(1} Setiap kerugian dacrah akibat keclalaian,
penyalahgunaan/ pelangearan hukum atax pmugelnlaan
bareng milik daerah diselesaikan melalui tuntutan
ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.,

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugien dacrah
a&bag,mmana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenalcan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




BAB XVI1
KETENTUAN PERALIFAN
Pasgal 257

Pada ssat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013
tentang Pengelolaan BHarang Milik Dasrah (Berita Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 258

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 26 september 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto
SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada langgal % sapte mber 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto
A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 09
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FRINGSEWLU: 06/582 /FR5/2017

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,
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